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Skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip Independensi pada Financing 
Service di Bank BTN Syariah KCPS Surabaya Bukit Darmo” ini membahas 
bagaimana implementasi prinsip Independensi pada Financing Service dan bagaimana 
implikasi penerapan prinsip independensi terhadap kinerja Financing Service di Bank 
BTN Syariah KCPS Surabaya Bukit Darmo. 
Untuk menjawab permasalahan, penulis melakukan penelitian dengan metode 
penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Bank BTN Syariah KCPS 
Surabaya Bukit Darmo. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 
terhadap narasumber, observasi, serta dokumentasi. Untuk mengecek keabsahan data 
dilakukan dengan teknik trianglulasi. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Financing Service di Bank BTN Syariah 
KCPS Surabaya Bukit Darmo dalam kinerjanya sudah menerapkan prinsip 
independensi. Hal tersebut bisa diketahui melalui data memo pengajuan pembiayaan 
yang dilakukan oleh Financing Service dapat diterima oleh atasan. Jika memo yang 
diajukan oleh Financing Service dapat diterima oleh atasan maka Financing Service 
dapat dipercaya dalam pekerjaanya. Jika Financing Service dapat dipercaya maka 
Financing Service sudah independen. Selanjutnya implikasi penerapan prinsip 
independensi pada Financing Service ialah tidak adanya tunggakan pembiayaan. Hal 
tersebut dapat diketahui berdasarkan contoh data tunggakan pembiayaan nasabah pada 
Bulan Oktober tidak terjadi tunggakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja 
Financing Service memiliki kualitas. Jika kinerja Financing Service baik maka sudah 
menerapkan independensi dengan baik pula.  
Financing Service di Bank BTN Syariah KCPS Surabaya Bukit Darmo  sudah 
baik dalam menerapkan prinsip independensi dalam kinerjanya. Tetapi, alangkah 
baiknya jika diadakan realisasi akad pembiayaan KPR dalam kondisi rumah yang 
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A. Latar Belakang Masalah  
       Bank selain sebagai tempat menyimpan dan menyalurkan dana juga 
merupakan tempat orang melakukan peminjaman dana untuk kebutuhannya 
sehari-hari. Dalam dunia perbankan banyak sekali terjadi konflik yang 
menyebabkan kerugian dalam perbankan. Seperti terjadi fraud dari pegawai 
bank sendiri, terjadinya pembiayaan macet, dan masih banyak lagi. Ada 
beberapa hal untuk menaggulangi kerugian dalam suatu perbankan, misal untuk 
menaggulangi  fraud diperlukan prinsip independensi pada diri seorang pegawai 
agar berkurangnya tindak kecurangan dalam perbankan. Independensi seorang 
pegawai bisa dilihat dari kinerja yang dilakukannya.  
       Kinerja merupakan gambaran hasil kerja yang dilakukan seseorang , atau 
dengan kata lain kinerja adalah unjuk kerja seseorang. Unjuk kerja berkaitan 
dengan tugas apa yang diemban oleh seseorang yang merupakan tanggung 
jawabnya.1 Dalam kinerja seseorang terdapat indikator pengukuran kinerja 
yang telah dicapai oleh seseorang. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang 
akan dihitung dan diukur. Penetapan indikator berdasarkan perkiraan yang 
realistis dengan memperhatikan tujuan, target, dan hasil yang diinginkan.2 
                                                             
1 Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, Teori Kinerja dan Pengukurannya (Jakarta: PT 
Bumi Aksara, 2014), 69. 
2 Eva Nuroniah dan Abdi Triyanto, “Analisis Pengaruh Tingkat Religiusitas terhadap Kinerja 
Karyawan Bank Syariah: Studi Kasus Pada Karyawan Kantor Pusat Bank Syariah”, Ekonomi 
dan Perbankan Syariah, No.1, (April 2015), 88. 





































       Kinerja dalam dunia perbankan ditentukan sejauh mana keseriusannya 
dalam menerapkan Good Corporate Governance (GCG). GCG menurut Pasal 
1 ayat 6 Peraturan Bank Indonesia No.8/4/ PBI/2006 tentang Pelaksanaan 
Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Good Corporate Governance 
adalah tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan 
(transparancy), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban 
(responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). 3 
Semakin tinggi penerapan Good Corporate Governance maka semakin 
tinggi pula tingkat ketaatan perbankan tersebut. Secara teoretis praktik Good 
Corporate Governance dapat meningkatkan kinerja perbankan, mengurangi 
resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan direksi dengan keputusan yang 
menguntungkan sendiri dan umumnya Good Corporate Governance dapat 
meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang 
berdampak terhadap kinerjanya.4 Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, 
melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada 
industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan 
berpedoman pada prinsip GCG.5 
Membahas tentang konsep  Good Corporate Governance (GCG), salah satu 
prinsip Good Corporate Governance (GCG) ialah Independensi. American 
                                                             
3Aldira Maradita, “Karakteristik Good Corporate Governance pada Bank Syariah dan Bank 
Konvensional”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, No. 2, Vol. 29 (Mei-Agustus 2014). 
4Ibid. 
5 Surat Edaran No. 15/15/DPNP/2013 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi 
Bank Umum kepada Semua Bank Umum Konvensional di Indonesia. 







Institute of Certified Public Accountant (AICPA) dan Kell et al dalam artikel 
Pincus dalam Mayangsari menyatakan bahwa independensi merupakan 
kemampuan bertindak berdasarkan integritas dan objektifitas. Integritas 
berhubungan dengan kejujuran intelektual auditor dalam melaksanakan tugas 
pemerikasaan dan menyiapkan laporan hasil audit.6 
Membahas tentang independensi, Mulyadi dalam jurnal Achmat Badjuri 
mengatakan bahwa independensi merupakan sikap adanya kejujuran dalam diri 
objektif serta sikap tidak memihak dalam diri auditor dalam menyatakan 
pendapatnya.7 
Dalam Islam dijelaskan bagaimana manusia bertindak sesuai dengan yang 
ditentukan oleh Allah Swt, yaitu dalam:8 
اَه ُّ ي
َ
أ َٰٓ َي  َنيِذ
َ 
لٱ  ِ ب َء





















لِدۡعٱ  َو ٰۖ  ىَوۡق
َ تِلل ُّبَرۡق
َ
أ َو ُّه 
ْ
او ُّق
َ تٱ  ْۚ َ
َ  لِلٱ  
َ  ِإ َ َ  لِلٱ  اَِمب ُۢ ُّرِيبَخ
  َوُّلَمۡعَت٨  
        
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang  
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 
Dan jenganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 
lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Maidah ayat 
8) 
                                                             
6 Putu Ratih Cahya Ningsih dan Dyan Yuniartha, “ Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan 
Time Budget Pressure terhadap Kualitas Audit”, Jurnal Akuntansi Universitas Undayana, Vol. 
9, No. 1 (2013). 
7 Achmat Badjuri, “Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Kualitas Auditor Independen 
pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah”, Dinamika Keuangan dan Perbankan, 
No.2, Vol. 3 (November 2011).  































auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang 






































        Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia tidak diperkenankan 
bertindak curang serta dianjurkan untuk bersikap adil terhadap sesama. 
Seperti yang diketahui independensi merupkan prinsip yang tidak 
terpengaruh oleh pihak lain, bersikap jujur, dan tidak memihak siapapun. 
Penerapan prinsip independensi dinilai sangat penting agar 
terminimalisasinya tindak kecurangan dalam suatu organisasi. Disuatu 
perbankan dianjurkan bagi setiap pegawai bank dalam menerapkan prinsip 
independensi agar terhindar dari tindak kecurangan yang dilakukan antar 
sesama pegawai.9    
       Prinsip independensi penting untuk diterapkan pada Financing Service. 
Bagian tersebut dinilai sangat penting dalam menerapkan prinsip 
independensi dikarenakan bagian Financing Service merupakan bagian 
dimana terjadinya transaksi pembiayaan. Transaksi pembiayaan dilakukan 
dengan sangat detail untuk mengurangi penyelewengan dana pembiayaan. 
Jika seorang Financing Service tidak menerapkan prinsip independensi 
dengan baik dalam pekerjaanya maka akan terjadi Fraud. Jika Fraud terjadi 
maka bank yang akan dirugikan. Selain itu jika tindak penyelewengan dana 
pembiayaan terjadi antara nasabah dan bagian Financing Service maka hal 
tersebut akan mengancam profesi dari seorang Financing Service.10 
      Financing Service merupakan bagian yang dinilai beresiko terjadinya 
Fraud. Hal tersebut dikarenakan bagian Financing Service tempat dimana 
                                                             
9 Hamka (Operation Staff), Wawancara, Surabaya, 10 Juli 2018. 
10 Ibid. 





































terjadinya transaksi keuangan. Hamka (Operation Staff) mengatakan bahwa  
Financing Service meminta persetujuan untuk tetap dilaksanakan realisasi 
akad pembiayaan KPR meskipun rumah belum terselesaikan 100%. Hal 
tersebut tidak bisa dilakukan karena dikhawatirkan kedepannya akan 
menimbulkan konflik terhadap nasabah. Hamka tidak bisa menyetujui 
terjadinya realisasi tersebut dikarenakan peraturan sudah ditetapkan dan Ia 
tidak bisa menyalahi peraturan tersebut. Menurutnya jika ingin segera 
dilakukan realisasi akad sebaiknya dibicarakan dengan Developer agar 
segera diselesaikan pembangunan rumahnya. Sedangkan Developer 
sebelumnya sudah ditegur oleh Hamka untuk segera menyelesaikan rumah 
bagi nasabah tetapi teguran dari Hamka disepelekan oleh Developer, dan 
Financing Service tetap melakukan akad realisasi kepada nasabah dalam 
kondisi rumah yang belum jadi kepada 2 orang nasabah. Menurut Hamka 
Financing Service mendapat desakan dari Developer agar segera dilakukan 
akad realisasi sehingga terpaksa melakukan realisasi dalam kondisi rumah 
yang belum terselesaikan.11 
       Konflik yang akan timbul jika tetap dilaksanakan akad realisasi dalam 




                                                             
11 Hamka (Operation Staff), Wawancara, Surabaya, 11 Juli 2018. 
12 Ibid. 





































1. Konflik dengan nasabah 
       Pernah terjadi suatu masalah dimana saat kondisi rumah belum 
terselesaikan tetapi tetap dilaksanakan  akad realisasi, kemudian para 
nasabah protes kepada Bank dengan cara melakukan demo bersama.  
2. Konflik dengan Developer  
       Jika dilaksanakan akad realisasi dalam kondisi rumah belum 
terselesaikan, maka pihak Developer yang diuntungkan karena 
menerima bayaran dari pihak Bank. Kemudian bila kondisi rumah yang 
belum terselesaikan dilaksanakan realisasi dan pihak Developer tidak 
ingin melanjutkan pembangunan rumah tersebut maka pihak bank yang 
akan dirugikan. 
Financing Service ingin tetap melaksanakan akad realisasi dalam kondisi 
rumah yang belum jadi merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan SOP 
bank. Karena jika dilaksanakan akan menimbulkan konflik antara bank 
dengan nasabah. 
       Menurut Hamka dilaksanakannya akad realisasi dalam kondisi rumah 
yang belum terselesaikan merupakan tindakan yang menyalahi SOP bank. 
SOP bank berpedoman pada GCG yang mana salah satu dari prinsip GCG 
ialah independensi. Independensi merupakan sikap tidak terpengaruh pihak 
lain sehingga bisa mengambil keputusan berdasarkan keyakinan sendiri 
       Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Hamka bahwa 
 وَإِ  
 





































tanpa campur tangan dari pihak lain.13 Prinsip independensi bukan hanya 
penting untuk diterapkan pada bagian audit ataupun akuntan saja, tetapi 
prinsip independensi juga penting untuk diterapkan pada bagian pembiayaan.  
Berdasarkan UU No.7 tahun 1992, yang dimaksud dengan pembiayaan ialah 
menyediakan dana atau tagihan berdasarkan manfaat yang bisa diambil dari 
dana tersebut atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak 
yang mengambil manfaat dari dana pinjaman yang mewajibkan pihak 
tersebut dalam mengembalikan dana pinjaman sesuai jangka waktu yang 
telah ditentukan ditambah dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian 
hasil. 14 
       Adapun landasan Syariah yang menjadi dasar hokum berlakunya 
pembiayaan, yaitu dalam: 
ۡمُّتن
ُّ




اوُّق َ دََصت  
َ
أَو ٖٖۚةَرَسۡيَم  ى
َِلإ ٌةَرِظَنَف ٖةَرۡس ُّع وُّذ  َا
َ
ك
  َو ُّمَلۡعَت٠٨٢  
 
 
Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa diperbolehkan 
terjadinya pinjam-meminjam di antara sesama. Dalam Bank Syariah 
pinjaman berarti pembiayaan. Bagian pembiayaan dinilai sangat beresiko 
                                                             
13 Hamka (Operation Staff), Wawancara, Surabaya, 29 Maret 2019. 
14  Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (Yogyakarta: UII Press, 2004), 
163. 
“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 
tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian 
atau semua hutang), itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” 
(Q.S Al-Baqarah ayat 280) 





































terjadinya Fraud dikarenakan bagian tersebut tempat dimana terjadinya 
transaksi keuangan. Sehingga prinsip independensi sangat diperlukan agar 
terminimalisasinya tindak kecurangan. Prinsip independensi berpengaruh 
terhadap kinerja pembiyaan. Jika Financing Service tidak menerapkan 
prinsip independensi akan berakibat pada banyaknya tunggakan 
pembiayaan. Tunggakan yang dimaksud ialah tunggakan dengan jumlah 
yang tidak wajar dalam kurun waktu satu tahun.  
       Hendra mengatakan bahwa penerapan prinsip independensi pada 
kinerja Financing Service bisa dilihat melalui banyaknya tunggakan dalam 
kurun waktu satu tahun serta diterimanya usulan yang diajukan oleh 
Financing Service. Jika terdapat tunggakan yang dikatakan tidak wajar 
dalam kurun waktu satu tahun maka kinerja Financing Service perlu 
dilakukan tindak penyelidikan. Serta jika terdapat penolakan terhadap usulan 
pembiayaan yang diajukan Financing Service kepada atasan, maka 
Financing Service bisa dikatakan tidak independen dalam pekerjaanya. Hal 
tersebut dikarenakan jika usulan pembiayaan yang diajukan oleh Financing 
Service tidak disetujui maka Financing Service tersebut tidak bisa dipercaya. 
Jika seorang Financing Service tidak dipercaya lagi dalam hal pengajuan 
pembiayaan maka dikatakan sudah tidak independen.15  
      Dengan adanya prinsip independensi pada seorang Financing Service 
maka tidak terjadi tunggakan tidak wajar dalam pembayaran. Sering kali di 
                                                             
15 Hendra (Kepala Capem), Wawancara, Surabaya, 14 November 2018. 
 Prinsip independensi berpengaruh terhadap kinerja seseorang. Semakin 
       Semakin baik penerapan prinsip independensi bagi seorang Financing 
 





































Kantor Cabang Bank BTN Syariah Wilayah Surabaya dan sekitarnya terjadi 
tunggakan. Berikut Data contoh data tunggakan pada bulan Oktober di 















Ngagel 749 693.635.357 4 
Sidoardjo 750 808.018.208 7 
Gresik 755 1.014.321.822 6 
 
Sumber: Financing Service di Bank BTN SYariah KCPS Surabaya 
Bukit Darmo 
 
Service (FS) maka semakin baik pula kinerja yang dilakukannya. Jika 
sebaliknya semakin melemahnya prinsip independensi dalam diri seorang 
Financing Service (FS) maka kinerja yang dilakukannya dinilai kurang 
baik.17 
tinggi tingkat independensi seseorang maka semakin berkualitas kinerja 
yang dilakukan. Semakin tinggi tingkat independensi seorang Financing 
Service maka dengan mudah bisa mendeteksi tindakan manipulasi, sehingga 
                                                             
16 Diah (Financing Service), Wawancara, Surabaya, 18 Maret 2019. 
17 Hendra (Kepala Capem), Wawancara, Surabaya, 14 November 2018 
Contoh data tunggakan pada bulan Oktober di Kantor Cabang Bank 
BTN Syariah Wilayah Surabaya dan sekitarnya. 





































Bank tidak mengalami kerugian dikedepannya. Jika seorang Financing 
Service tidak menjunjung tinggi sikap independensi atau terpengaruh oleh 
pihak lain maka akan berpengaruh pada peningkatan kinerjanya.18  
       Prinsip independensi bukan hanya penting untuk diterapkan pada bagian 
Auditor dan Akuntan saja, tetapi juga penting untuk diterapkan pada bagian 
pembiayaan yang juga memiliki resiko terhadap transaksi keuangan. 
Sehingga jika bagian pembiayaan independen dalam kinerjanya akan 
terminimalisasinya kerugian dalam suatu perbankan. Atas dasar tersebut 
penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul “ Penerapan 
Prinsip Independensi pada Financing Service di Bank BTN Syariah KCPS 
Surabaya Bukit Darmo.” Sehingga dapat diketahui bagaimana bagian 
pembiayaan di Bank BTN Syariah KCPS Surabaya Bukit Darmo dalam 
menerapkan prinsip independensi serta bagaimana implikasi penerapkan 
prinsip independensi dalam kinerjanya.  
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah  
1. Identifikasi Masalah 
       Dari penjabaran latar belakang dapat diketahui identifikasi masalah 
sebagai berikut: 
a. Belum sepenuhnya diterapkannya prinsip independensi pada Bagian 
Financing Service 
                                                             
18 Hamka (Operation Staff), Wawancara, Surabaya, 11 Juli 2018. 





































b. Adanya realisasi akad pembiayaan KPR dalam kondisi rumah yang 
belum terselesaikan 
c. Kinerja Financing Service tidak sesuai SOP 
d. Seringkali terjadi tunggakan di beberapa wilayah dalam kurun 
waktu 1 bulan  
2. Batasan Masalah 
       Agar permasalahan dalam penelitian lebih terfokus maka penulis 
membatasi permasalahan pada: 
a. Penelitian terfokus pada penerapan prinsip independensi pada 
bagian Financing Service  
b. Penelitian terfokus pada implikasi jika seorang Financing Service 
tidak menerapkan prinsip independensi pada kinerjanya. 
 
C. Rumusan Masalah 
       Berdasarkan hasil pemaparan latar belakang dapat diketaahui rumusan 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana implementasi prinsip independensi pada bagian Financing 
Service di Bank BTN Syariah KCPS Surabaya Bukit Darmo? 
2. Bagaimana implikasi dari implementasi prinsip independensi terhadap 










































D. Kajian Pustaka 
       Pada penelitian-penelitian skripsi sebelumnya ada beberapa judul yang 
tidak jauh perbedaanya dengan skripsi yang penulis angkat. Penelitian ini 
tidak lepas dari penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai pandangan 
dan acuan dalam menulis skripsi ini. Adanya paparan tentang daftar pustaka 
ini bertujuan untuk menghindari plagiasi terhadap karya tulis orang lain.  
       Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Nike 
Perihati  Oktavinarni dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Independensi, 
dan Due Professional Care Auditor Terhadap Kualitas Audit pada Kantor 
Akuntan Publik di Wilayah Surabaya Timur”. Penelitian tersebut bertujuan 
untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi, independensi, 
dan due professional care terhadap kualitas audit. Metode yang digunakan 
oleh saudari Nike Perihati Oktavinarni dalam penelitian tersebut ialah 
metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan 
bahwa kompetensi, independensi, dan due professional care  berpengaruh 
terhadap kualitas audit. 19 
Persamaan dengan skripsi yang penulis angkat adalah sama-sama 
mengulas sikap independensi. Yang menjadi pembeda ialah pada skripsi 
yang penulis angkat membahas tentang penerapan prinsip independensi 
pada Financing Service di Bank BTN Syariah KCPS Surabaya Bukit Dramo 
dan terfokus pada sikap independensinya saja selain itu profesi yang akan 
                                                             
19 Nike Perihati Oktavinarni, “Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Due Professional 
Care Auditor Terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Surabaya 
timur” (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018). 





































di teliti dalam penerapan sikap independensinya ialah profesi Financing 
Service (Pembiayaan) yang menurut penulis profesi tersebut juga beresiko 
sehingga perlu untuk dilakukan penelitian sikap independensinya. 
Sedangkan pada skripsi yang saudari Nike Perihati Oktavinarni membahas 
tentang Pengaruh Kompetensi, Independensi  Auditor Terhadap Kualitas 
Audit. 
Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Iqbal 
Bukhori dengan judul “Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran 
Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan 
yang Terdaftar di BEI 2010)”. Penelitian tersebut bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh dari penerapan Corporate Governance dan ukuran 
perusahaan terhadap kinerja suatu perusahaan. Metode yang digunakan oleh 
penulis adalah metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Corporate Governance dan ukuran 
perusahaan terhadap kinerja perusahaan.20 
Persamaan dengan skripsi yang penulis angkat ialah sama-sama 
membahas tentang Good Corporate Governance yang menjadi tema 
penulisan skipsi penulis. Yang menjadi pembeda ialah pada skripsi yang 
saudara Iqbal Bukhori angkat membahas tentang Good Corporate 
Governance secara keseluruhan. Sedangkan skripsi yang penulis angkat 
                                                             
20 Iqbal Bukhori, “Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap 
Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI 2010)” (Skripsi 
Universitas Diponegoro Semarang, 2012). 





































membahas tentang salah satu prinsip dari Good Corporate Governance 
yaitu prinsip Independensi.  
Penelitian yang ke tiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Norma 
Kharismatuti dengan judul “Pengaruh Kompetensi dan Independensi 
terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi” 
. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah kompetensi dan 
independensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada auditor internal di 
BPKP Jakarta. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 
penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit di 
BPKP DKI Jakarta.21  
Persamaan dengan skripsi yang penulis angkat ialah sama-sama 
membahas prinsip independensi. Yang menjadi pembeda ialah pada skripsi 
saudari Norma Kharismatuti membahas tentang bagaimana pengaruh 
kompetensi dan independensi pada kualitas audit di BPKP DKI Jakarta, 
sedangkan pada skripsi yang penulis angkat hanya membahas prinsip 
independensi saja, yaitu Penerapan Prinsip Independensi pada Financing 
Service di Bank BTN Syariah KCPS Surabaya Bukit Darmo. 
Penelitian yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Harvita 
Yulian Ayuningtyas dengan judul “Pengaruh Pengalaman Kerja, 
Independensi, Obyektifitas, Integritas dan Kompetensi terhadap Kualitas 
                                                             
21 Norma Kharismatuti, “Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit 
dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Internal Auditor BPKP 
DKI Jakarta)” (Skripsi Universitas Diponegoro Semarang, 2012).  





































Hasil Audit (Studi Kasus Pada Auditor Inspektorat Kota/Kabupaten di Jawa 
Tengah)”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh 
pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas dan kompetensi 
terhadap kualitas audit di Jawa Tengah. Metode yang digunakan pada 
penelitian ini ialah metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian 
tersebuat ialah terdapat pengaruh pengalaman kerja, independensi, 
obyektifitas, integritas dan kompetensi terhadap kualitas audit di Jawa 
Tengah.22 
Persamaan dengan skripsi yang penulis angkat ialah sama-sama 
membahas prinsip independensi. Yang menjadi pembeda ialah pada skripsi 
saudari Harvita Yulian Ayuningtyas membahas tentang bagaimana 
pengaruh pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas dan 
kompetensi terhadap kualitas kinerja yang dilakukan oleh Audit di Jawa 
Tengah, sedangkan pada skripsi yang penulis angkat hanya membahas 
prinsip independensinya saja, yaitu penerapan prinsip independensi pada 
Financing Service di Bank BTN Syariah KCPS Surabaya Bukit Darmo. 
Penelitian yang kelima yaitu penelitian jurnal yang dilakukan oleh 
Pancawati Hardiningsih dengan judul “Pengaruh Independensi, Corporate 
Governance, dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan”. 
Tujuan dari penelitan tersebut ialah untuk mengetahui apakah terdapat 
                                                             
22 Harvita Yuliana Ayuningtyas, “Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, 
Integritas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Audit (Studi Empiris pada Auditor 
Inspektorat Kota/Kabupaten di Jawa Tengah)” (Skripsi Universitas Diponegoro Semarang, 
2012).   





































pengaruh independensi, corporate governance, dan kualitas audit terhadap 
integrias laporan keuangan. Metode yang digunakan pada penelian tersebut 
ialah metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut ialah 
terdapat pengaruh independensi, corporate governance, dan kualitas audit 
terhdapa integritas laporan keuangan.23 
Persamaan dengan penelitian yang penulis angkat ialah sama-sama 
membahas tentang prinsip independensi. Yang menjadi pembeda ialah pada 
penelitian yang dilakukan oleh saudari Pancawati Hardningsih membahas 
bagaimana pengaruhnya prinsip independensi, corporate governance, dan 
kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan pada 
penelitian yang penulis angkat membahas prinsip independensi saja yaitu 
penerapan prinsip independensi pada Financing Service di Bank BTN 
Syariah KCPS Surabaya Bukit Darmo. Serta pada penelitian yang penulis 
angkat prinsip independensi memiliki pengaruh terhadap kinerja Financing 
Service di Bank BTN Syariah KCPS Surabaya Bukit Darmo. 
 
E. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan prinsip 
independensi pada Financing Service. 
2. Untuk mengetahui implikasi yang ditimbulkan jika Financing Service 
menerapkan prinsip independensi. 
 
                                                             
23 Pancawati Hardiningsih, “Pengaruh Independensi, Corporate Governance, dan Kualitas 
Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan”, Kajian Akuntansi, No. 1, Vol. 2 (Februari 
2010). 





































F. Kegunaan Hasil Penelitian  
Kegunaan yang diharapkan peda penulisan skripsi ini ialah: 
1. Bagi penulis  
Sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang 
penelitian. serta menambah pengetahuan tentang independensi. Baik itu 
secara teori maupun dalam praktiknya pada profesi Financing Service 
(Pembiayaan) .  
2. Bagi akademisi 
Sebagai bahan referensi untuk penelitian dibidang Bank BTN 
Syariah dan sebagaai bahan untuk menambah khazanah pustaka . 
3. Bagi Praktisi dan pihak lain  
Sebagai informasi bagaimana penerapan prinsip independensi yang 
dilakukan oleh Bank BTN Syariah KCPS Surabaya Bukit Darmo. Serta 
bisa menjadi wawasan bagi pihak lain dalam menarapkan prinsip 
independensi. 
 
G. Definisi Operasional 
Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, diperlukan adanya 
definisi operasional untuk menghindari kesalahpahaman sehubungan dengan 
judul di atas, yaitu: 
1. Prinsip Independensi  
       Mulyadi dalam jurnal Achmat Badjuri mengatakan bahwa 
independensi merupakan sikap adanya kejujuran dalam diri auditor 





































dalam mepertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif 
serta sikap tidak memihak dalam diri auditor dalam menyatakan 
pendapatnya.24 
       Prinsip independensi merupakan prinsip yang tidak terpengaruh 
oleh pihak lain, jujur, adil, serta mengambil keputusan tanpa campur 
tangan dari pihak manapun. Sehingga jika seseorang sudah 
menerapkan prinsip independensi akan tidak terpengaruh oleh pihak 
lain dan dapat mengambil keputusan tanpa ada campur tangan dari 
pihak lain. 
2. Financing Service (Jasa Pembiayaan) 
       Pembiayaan merupakan penyedia dana atau tagihan yang berupa:25 
a. Transaksi bagi hasil (dalam bentuk mudharabah dan 
musyrakah) 
b. Transaksi sewa-menyewa (dalam bentuk ijarah) 
c. Transaksi jual beli (dalam bentuk piutang murabahah, salam, 
istishna’) 
d. Transaksi pinjam-meminjam (dalam bentuk qardh) 
e. Transaksi sewa-menyewa jasa (dalam bentuk ijarah) 
Financing Service merupakan jasa pembiayaan yang ada di 
Bank BTN Syariah KCPS Surabaya Bukit Darmo.  
                                                             
24 Achmat Badjuri, “Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kualitasi Auditor Indpenden 
pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah”, Dinamika Keuangan dan PerBankan, 
No. 2, Vol. 3 (November 2011). 
25 Ikatan Bankir Indinesia, Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 2014), 27. 





































3. Bank BTN Syariah KCPS Surabaya Bukit Darmo 
       Bank BTN Syariah KCPS Surabaya Bukit Darmo merupakan salah 
satu kantor cabang Bank BTN Syariah yang ada di Surabaya. Berlokasi 
di daerah Bukit Darmo yang sekaligus menjadi lokasi tempat penelitian 
penulis dalam menyusun skripsi.  
 
H. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang diambil ialah penelitian kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus pada Bank BTN Syariah KCPS Surabaya Bukit 
Darmo. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang digunakan untuk 
meneliti obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, 
teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), 
analisis data bersifat deskriptif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 
lebih menekankan makna dari pada generalisasi.26  
Dalam penelitian ini peniliti melakukan teknik pemecahan masalah 
dengan mengumpulkan data lapangan, menyusun atau 
mengklarifikasikan, menganalisis data, dan menjelaskan gambaran 
mengenai Penerapan prinsip Independensi pada Financing Service di 
BTN Syariah KCPS Surabaya Bukit Darmo. 
2. Data   
a. Data Primer  
                                                             
26 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Bandung: Alfabeta , 2016), 14.  





































       Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung. 
Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara, dokumentasi, dan 
pengamatan. Peneliti melakukan wawancara terhadap Financing 
Service, Operation Staff, dan Kepala Capem di Bank BTN Syariah 
KCPS Surabaya Bukit Darmo. Sedangkan dokumentasi dilakukan 
peneliti pada saat mengambil data tentang independensi Financing 
Service di Bagian Financing Service, independensi Financing 
Service di Bagian Operation Staff, dan data independensi serta 
kinerja Financing service di Bagian Kepala Capem. Sedangkan 
pengamatan dilakukan peneliti pada saat Praktik Kerja Lapangan di 
Bank BTN Syariah KCPS Surabaya Bukit Darmo. 
b. Data Sekunder 
        Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber 
pendukung seperti buku, jurnal, informasi dari situs website atau 
informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis 
angkat.  
3. Sumber Data 
Sumber data dari penelitian ini adalah bagian Financing Service 
yang mana bagian tersebut merupakan bagian pembiayaan di Bank BTN 
Syariah KCPS Surabaya Bukit Darmo. 
 
4. Teknik Pengumpulan Data 





































       Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan teknik 
pengumpulan data triangulasi. Teknik pengumpulan data triangulasi 
merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungakan 
dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada 
sebelumnya. 27  
Berikut teknik pengumpulan data triangulasi dengan pengumpulan 
data dengan beberapa cara yang dilakukan pada sumber yang sama: 
a. Teknik Wawancara 
       Teknik wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 
bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 
dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.28 
        Teknik wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan 
komunikasi atau masalah yang berhubungan dengan informasi 
penelitian. Teknik wawancara bisa  dilakukan dengan berbagai 
cara, yaitu bisa melalui tatap muka, telepon, atau melalui media 
sosial. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara 
wawancara langsung dengan pihak Bank BTN Syariah KCPS 
Surabaya Bukit Darmo. Dengan cara menganalisis bagaimana 
penerapan Independensi dalam kinerja Financing Service di 
Bank BTN Syariah KCPS Surabaya Bukit Darmo.   
 
                                                             
27 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2016), 327. 
28 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2010), 72. 





































b. Teknik Pengamatan (observasi) 
       Teknik Pengamatan (observasi) yaitu suatu teknik atau cara 
mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap 
kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan observasi non partisipatif, yaitu pengamat tidak ikut 
serta dalam kegiatan, hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut 
dalam kegiatan, atau bisa juga disebut observasi pasif. 29 
      Peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian sehingga diperoleh 
kebenaran data tentang bagaimana penerapan prinsip independensi 
pada Financing Service di Bank BTN Syariah KCPS Surabaya Bukit 
Darmo.   
c. Teknik Dokumentasi 
        Yaitu cara penemuan data terhadap masalah-masalah melalui 
cara pemahaman serta penelitian terhadap data yang berada pada 
berkas yang dimiliki oleh pihak perbankan, merekam, serta 
mendokumentasi kegiatan wawancara peneliti terhadap Financing 
Service di Bank BTN Syariah KCPS Surabaya Bukit Darmo. 
 
5. Teknik Pengolahan Data 
Setelah mendapatkan data dari lapangan maka tahap selanjutnya 
yang dilakukan oleh penulis ialah: 
                                                             
29 Nana Syaodih Sukmadinata, Jenis-jenis Penelitian (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2007), 220. 





































a. Editing, ialah pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh 
terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan 
antara data yang ada dan relevansi dalam penelitian.30 Editing juga 
berarti memeriksa kembali apakah data sudah baik untuk 
dicantumkan dalam penelitian atau belum baik. Dalam hal ini 
peneliti mengambil data yang sesuai dengan rumusan masalah yang 
sudah ditulis. 
b. Organizing, ialah menyusun kembali data yang telah didapat dalam 
penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah 
direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.31 Dalam 
hal ini peneliti mengelompokkan data secara tersusun untuk 
mempermudah penyusunan data. 
c. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh 
dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran 
fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban 
dari rumusan masalah. 32 Dalam hal ini peneliti menyimpulkan data 
yang diperoleh dilapangan yang kemudian disusun. 
 
6. Teknik Analisis Data 
       Data yang telah berhasil diperoleh selanjutnya dianalisis secara 
deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan data-data deskriptif berupa 
                                                             
30 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: Alfa Beta, 2008), 
243. 
31 Ibid, 245. 
32 Ibid, 246. 





































kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 
diamati dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
kemudian data-data yang telah diperoleh tersebut akan dianalisis oleh 
peneliti untuk memecahkan suatu permasalahan. 33 
       Tujuan dari metode tersebut adalah mendeskripsikan, membahas 
dan menganalisis gambaran mengenai pokok-pokok yang diteliti terkait 
penerapan prinsip independensi pada Financing Service di Bank BTN 
Syariah KCPS Surabaya Bukit Darmo. Kemudian data penerapan 
prinsip independensi pada Financing Service di Bank BTN Syariah 
KCPS Surabaya Bukit Darmo tersebut diolah dan dianalisis dengan 
menggunakan teori prinsip Independensi pada Good Corporate 
Governance dalam dunia perbankan dan tindakan apa yang dilakukan 
oleh pihak perbankan jika terjadinya Fraud pada pegawainya. serta 
apakah ada implikasi penerapan independensi pada kinerja yang 
dilakukan Financing Service. Selanjutnya data yang sudah dianalisis, 
diolah dan disimpulkan sehingga solusi dapat ditemukan dalam 
penyelesaian masalah dalam penelitian.  
 
 
I. Sistematika Pembahasan  
       Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan 
penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini dibagi dalam 
                                                             
33 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif  
(Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143. 





































beberapa bab. Pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga 
pembaca dapat memahaminya dengan mudah. Adapun sistematika 
pembahasannya sebagai berikut:  
       Bab I adalah pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang 
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 
tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian 
(meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, 
teknik pengolahan data, dan teknis analisis data) serta sistematika pembahasan. 
       Bab II adalah landasan teori, yang memuat tentang independensi serta 
teori mengenai pembiayaan. 
       Bab III adalah deskripsi hasil yang meliputi gambaran umum tentang 
Bank BTN Syariah KCPS Surabaya Bukit Darmo, deskripsi bagaimana 
implementasi prinsip independensi pada Financing Service dan bagaimana 
implikasi implementasi prinsip independensi pada kinerja Financing Service di 
Bank BTN Syariah KCPS Surabaya Bukit Darmo. 
       Bab IV adalah analisis implementasi prinsip independensi pada Financing 
Service serta implikasi implementasi prinsip independensi pada kinerja 
Financing Service di Bank BTN Syariah KCPS Surabaya Bukit Darmo. 
Analisis ini dilakukan agar  peneliti menemukan hasil yang tepat dalam 
penerapan prinsip independensi pada Financing Service.  
       Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian 
dan saran-saran yang membangun untuk meningkatkan prinsip independensi 
pada Financing service dan profesi keuangan lain yang beresiko. 




































INDEPENDENSI DAN PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH 
A. Independensi 
1. Pengertian Independensi  
       Independensi merupakan suatu prinsip di mana para pengelola 
mengambil keputusan bersifat professional, mandiri, bebas dari konflik 
kepentingan, dan bebas dari pengaruh dari pihak mana pun yang 
prinsip pengelolaan yang sehat. 34 
       Marcellina Widiyastuti dan Sugeng Pamudji dalam jurnal Putu Ratih 
Cahya Ningsih dan Dyan Yuniarta mengemukakan bahwa independensi 
merupakan kemampuan untuk bertindak berdasarkan integritas dan 
objektivitas. Integritas berhubungan dengan kejujuran dan 
mengemukakan fakta seperti apa adanya, sedangkan objektivitas 
berhubungan dengan sikap netral auditor dalam melaksanakan tugas 
pemeriksaan dan menyiapkan laporan hasil audit.35 
        Mulyadi dalam jurnal Achmat Badjuri mengemukakan bahwa 
independensi merupakan sikap adanya kejujuran dalam diri auditor 
dalam mepertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif 
serta sikap tidak memihak dalam diri
                                                             
34 Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, Etika Bisnis dan Profesi (Jakarta: Salemba Empat, 
2009), 105. 
35 Putu Ratih Cahya Ningsih dan Dyan Yuniartha, “Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan 
Time Budget Pressure terhadap Kualitas Audit”, Jurnal Akuntansi Universitas Undayana, No. 
1, Vol. 9 (2013). 
bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-
شَٔ ٔ 
 


































auditor dalam menyatakan pendapatnya.36 
       Adapun landasan Syariah yang menjadi dasar hukum menerapkan 
prinsip independensi, yaitu dalam:37 
 ۡم ُّكَ نَِمرَۡجي اَلَو  ِطِۡسق
ۡ
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أ َٰٓ ىَلَع ٍمَۡوق ُّ ا
  َوُّلَمۡعَت اَِمب ُۢ ُّرِيبَخ٨  
2. Pedoman Pelaksanaan Prinsip Independensi 
       Prinsip dasar independensi dalam pelaksanaan GCG bagi 
perusahaan diharapkan dapat dilakukan secara independen, sehingga 
masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak 
dapat dipengaruhi oleh pihak lain. Berikut pedoman pelaksanaan prinsip 
independensi di antaranya:38 
1) Masing-masing organ perusahaan harus mengindari terjadinya 
dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh 
kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari 
                                                             
36 Achmat Badjuri, “Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kualitasi Auditor Indpenden 
pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah”, Dinamika Keuangan dan PerBankan, 
No. 2, Vol. 3 (November 2011). 
37 Al-Quran, Mushaf Aisyah (Jabal), 5: 8. 
38 Hamdani, Good Corporate Governance (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), 76. 
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang 
yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 
dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap 
sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku 
adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah 
kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.” (Q.S Al-Maidah ayat 8) 



































segala pengaruh, sehingga pengambilan keputusan dapat 
dilakukan secara objektif. 
2) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi 
dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan 
perundang-undangan, tidak saling mendominasi atau melempar 
tanggung jawab antar satu pihak dengan pihak yang lain.  
3. Ancaman terhadap Independensi 
Ancaman terhadap independensi dapat berbentuk:39 
a. Ancaman kepentingan diri  
Ancaman tersebut dapat timbul akibat adanya kepentingan 
keuangan atau kepentingan keluarga dekat secara langsung serta 
kepentingan lain profesi yang bersangkutan. Ancaman 
kepentingan tersebut merupakan wujud dari sifat yang lebih 
mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan 
publik. Contoh langsung dari ancaman kepentingan diri sebagai 
berikut: 
1) Tekanan dari pihak diluar perusahaan yang digeluti. 
2) Perjanjian kompensasi insentif. 
3) Penggunaan harta perusahaan yang tidak tepat. 
4) Mempunyai ikatan bisnis yang cukup dekat terhadap 
klien. 
                                                             
39 Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, Etika Bisnis dan Profesi (Jakarta: Salemba Empat, 
2009), 187. 



































5) Kekhawatiran berlebihan jika kehilangan seorang 
klien. 
b. Ancaman review diri  
Ancaman tersebut dapat timbul jika adanya pertimbangan 
sebelum dievaluasi kembali oleh sesama profesi atau profesi 
yang mengerti akan suatu bidang. Contoh dari ancaman review 
diri sebagai berikut: 
1) Temuan kesalahan material saat dilakukan evaluasi 
ulang. 
2) Pelaporan operasi system keuangaan setelah terlibat 
dalam proses dan penerapan system tersebut. 
3) Terlibat dalam pemberian jasa pencatatan keuaangan 
sebelum terjadinya perikatan penjaminan 
4) Menjadi anggota tim penjaminan setelah baru diangkat 
menjadi pegawai di perusahaan seorang klien yang 
mempunyai pengaruh langsung yang berhubungan 
dengan perikatan penjaminan tersebut. 
5) Menyerahkan jasa terhadap klien yang memiliki 
berpengaruh langsung pada materi perikatan penjaminan 
tersebut.  
c. Ancaman Advokasi  
Ancaman tersebut dapat timbul bila suatu profesi 
mendukung suatu posisi dalam berpendapat sampai titik dimana 



































keobjektifan dapat dikompromikan. Contoh langsung ancaman 
advokasi suatu profesi adalah bertindak sebagai penasihat 
hukum untuk klien peminjaman dalam suatu litigasi atau perkara 
perselisihan dari pihak ketiga. 
d. Ancaman Kekerabatan (familiarity) 
Ancaman tersebut muncul dari kedekatan hubungan 
sehingga akan menjadi terlalu bersimpati terhadap kepentingan 
orang lain yang mempeunyai hubungan dekat dengan bagian di 
suatu perusahaan terssebut. Contoh langsung dari ancaman 
kekerabatan sebagai berikut: 
1) Anggota kelompok memuliki hubungan dekat dengan 
pejabat perusahaan klien. 
2) Anggota kelompok memiliki hubungan keluarga dekat 
dengan seorang karyawan klien yang mempunyai jabatan 
yang berpengaruh langsung dengan pokok dari 
penugasan.  
3) Menerima hadiah atau perlakuan istimewa dari klien, 
kecuali nilainya tidak signifikan.  
e. Intimidasi (intimidation) 
Ancaman itimidasi dapat timbul jika suatu profesi/jabatan 
dihalangi untuk bertindak objektif. Baik secara nyata maupun 
dipersepsikan. Contoh dari ancaman intimidasi sebagai berikut: 



































1) Diancam dipecat atau diganti dalam hubungannya dengan 
penugasana kepada klien. 
2) Diancam dengan tuntutan hukum. 
3) Ditekan secara tidak wajar untuk mengurangi ruang 
lingkup pekerjaan dengan maksud untuk mengurangi fee.  
4. Pengamanan terhadap Ancaman Independensi 
       Terdapat dua kategori pokok pengamanan terhadap ancaman 
independensi sebagai berikut:40 
a. Pengamanan melalui profesi  
       Berikut ini merupakan hal-hal yang termasuk dalam 
pengamanan ancaman independensi melalui profesi sebagai 
berikut: 
1) Persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman 
kerja.  
2) Persyaratan pengembangan profesi berkelanjutan. 
3) Peraturan tata kelola korporasi. 
4) Standar-standar professional. 
5) Prosedur pemantuan serta pendisiplinan profesi. 
6) Review eksternal oleh pihak ketiga yang berwenang 
atas laporan, pemberitahuan, komunikasi, dan 
informasi yang dihasilkan oleh suatu jabatan yang 
menangani. 
                                                             
40 Ibid, 189. 



































b. Pengamanan lingkungan kerja  
       Pengamanan lingkungan ditempat kerja sangat 
bermacam-macam, tergantung pada keadaan ditempat kerja 
tersebut. Berikut contoh pengamanan ancaman independensi 
di lingkungan kerja sebagai berikut: 
1) Konsultasi dengan pihak ketiga yang independen. 
2) menunjukkan kepada pejabat klien yang bertanggung 
jawab pada tata kelola yang berhubungan dengan sifat 
jasa dan fee yang dikenakan. 
3) Melibatkan firma lain dalam melaksanakan kembali 
bagian dari penugasan. 
 
B. Pembiayaan (Finance) 
1. Pengertian Pembiayaan 
       Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian I believe, I 
trust yang berarti ‘saya percaya’. Kata pembiayan yang memiliki arti 
kepercayaan (trust) memiliki arti bank menaruh kepercayaan kepada 
seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku 
shahibul maal. Dana yang diberikan oleh bank harus digunakan dengan 
benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas 
serta saling menguntungkan antar kedua belah pihak.41  
                                                             
41 Veithzhal Rivai dan Arvyan Arifin, Islamic Banking (Jakarta: Bumi Askara, 2010), 698. 







































لٱ اَه ُّ ي
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 اٗميَِحر ۡم ُِّكب  َا
َ
ك َ َ  لِلٱ 




آَٰوُّلُّتۡقَت اَلَو ْۚۡم ُّكنِ  م ٖضاََرت نَع ًةَر َِجت
٠٢     
   
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa’ ayat 29) 
 
Pembiayaan merupakan jenis usaha kegiatan Bank Syariah yang 
menyediakan dana atau tagiahan dalam berbagai transaksi. Christopher 
Pass, Bryan Lowes, dan Leslie Devies dalam Jurnal Sirajul Arifin 
mengemukakan bahwa transaksi dalam kegiatan perekonomian 
merupakan cara untuk mengalihkan kepemilikan. Transaksi telah lama 
dipraktikkan oleh masyarakat baik secara individu ataupun 
kelompok.43 Transaksi dalam pembiayaan di Bank Syariah berupa:44 
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan 
musyarakah. 
       Mudharabah merupakan perjanjian kerjasama antara dua 
pihak, dimana salah satu pihak menyerahkan dan menyediakan 
seluruh modal untuk diperdagangkan oleh pihak lain sebagai 
                                                             
42 Al-Quran, Mushaf Aisyah (Jabal), 4:29. 
43 Sirajul Arifin, “Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan”, TSAQAFAH: Jurnal 
Peradaban Islam, No. 2, Vol. 6, (Oktober 2010), 312. 
44 Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: Gramedia, 2012), 78. 



































pengelola. Selanjutnya keuntungan dibagi sesuai kesepakatan 
bersama. Sedangkan musyarakah dalam perbankan syariah 
merupakan suatu mekanisme yang menyatakan kerja dan 
modal, selain untuk produksi barang dan jasa, juga untuk 
kegiatan lain dengan tujuan mengahasilkan keuntungan. Dalam 
musyarakah ketentuan bagi hasil berdasarkan modal awal.45 
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli 
dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.  
c. Tranksaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, 
dan istisna. 
d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qard. 
e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk 
transaksi multijasa. 
       Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan 
adalah menyediakan  dana atau tagihan berdasarkan manfaat yang bisa 
diambil dari dana tersebut atau kesepakatan pinjam meminjam antara 
Bank dengan pihak yang mengambil manfaat dari dana tersebut yang 
mengharuskan pihak yang mengambil manfaat untuk mengembalikan 
dana tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan ditambah 
dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.46  
                                                             
45 Sirajul Arifin, “Musyarakah: Antara Fikih dan Perbankan Syariah”, MIQOT: Jurnal Ilmu-
ilmu Keislaman, No. 1, Vol. 36, (Januari-Juni 2012), 86-87. 
46 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (Yogyakarta: UII Press, 2004), 
163. 



































       Berdasarkan pemaparan di atas sesuai dengan firman Allah Swt. 
dalam:47 
   ۡمُّتن
ُّ




اوُّق َ دََصت  
َ
أَو ٖٖۚةَرَسۡيَم  ى
َِلإ ٌةَرِظَنَف ٖةَرۡس ُّع وُّذ  َا
َ
ك  وَإِ
  َو ُّمَلۡعَت٠٨٢  
 
Finance Officer, Account Officer, Account Manager ialah tenaga 
penjual yang bertugas untuk mencari nasabah yang dinilai sesuai dengan 
kriteria yang ditetapkan oleh pihak Bank. Tugas utama dari tenaga 
penjual ialah mencari nasabah yang sesuai dengan kriteria yang telah 
ditentukan sebelumnya dan kemudian tenaga penjual akan menawarkan 
berbagai produk pembiayaan dari Bank ke nasabahnya.48  
       Tujuan dari pembiayaan ialah untuk memaksimalkan keuntungan 
dari pembiayaan yang disalurkan dengan memperhitungkan tingkat 
resiko yang dihadapi oleh bank kedepannya. Sehingga diperlukan 
adanya pengorganisasian yang baik, dengan orang-orang yang 
professional dibidangnya, kebijakan dan prosedur pembiayaan yang 
jelas serta disiplin organisasi yang kuat.49 Terdapat fungsi tujuan yang 
                                                             
47 Al-Quran, Mushaf Aisyah (Jabal), 2:280 
48 Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 2014), 12. 
49 Ibid, 4. 
      
“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka 
berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan 
(sebagian atau semua hutang), itu lebih baik bagimu, jika kamu 
mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah ayat 280). 



































berkaitan dengan dari pembiayaan yang mencakup lingkup luas, 
diantaranya:50 
a. Profitability (Keuntungan) 
       Tujuan dari fungsi profitability tersebut untuk memperoleh 
hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang didapatkan dari 
bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama 
nasabah. Dalam hal ini, Bank hanya menyalurkan pembiayaan 
kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu 
mengembalikan pembiayaan yang diterimanya. Sehingga 
keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang 
menjadi bentuk hasil yang diterima. 
b. Safety (Keamanan) 
Safety merupakan keamanan dari prestasi atau fasilitas 
yang diberikan harus benar-benar tercapai tanpa hambatan. 
dalam bentuk modal, barang, atau jasa benar-benar terjamin 
pengembaliannya, sehingga keuntungan yang diharapkan dapat 
terwujud. 
2. Fungsi dan Tugas Pembiayaan 
       Dalam suatu organisasi pembiayaan secara umum terdapat lima 
pokok fungsi dari organisasi pembiayaan. Di antaranya:51 
                                                             
50 Veithzhal Rivai dan Arvyan Arifin, Islmaic Banking (Jakarta: Bumi Askara, 2010), 711. 
51 Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: Gramedia   
Pustaka Utama, 2014), 11-18. 
Keamanan yang dimaksud ialah agar prestasi yang diberikan 



































a. Fungsi Strategis dan Penetapan Kebijakan 
       Penyaluran pembiayaan diawali dengan proses tujuan yang 
terencana, hal tersebut meliputi proses segmen pasar, sektor 
industri, target pertumbuhan dan penetapan resiko yang diambil. 
Tujuan dari strategis tersebut akan memberi dampak jangka 
panjang bagi bisnis Bank.   
b. Fungsi Pemasaran 
Tugas utama dari tenaga penjual adalah mencari nasabah 
yang dinilai fleksibel, atau sesuai dengan kriteria yang sudah 
ditetapkan sebelumnya. Terdapat beberapa istilah yang 
digunakan dalam menyebut tenaga penjual produk pembiayaan 
Bank, di antaranya: Financing Officer, Account Officer, Account 
Manager, atau Relationship Manager. 
c. Fungsi Pengambilan Keputusan 
Prinsip utama dalam pengambilan keputusan pengambilan 
pembiayaan dikenal istilah “Four Eyes Principle”. Berdasarkan 
prinsip tersebut, pengambilan keputusan pembiayaan diharuskan 
dilaksanakan oleh pejabat yang memegang peran bisnis Bank, 
dan pejabat yang bertugas mengelola resiko. 
       Masing-masing Bank memiliki ketentuan tata cara dalam 
mekanisme pengambilan keputusan pembiayaan. Pada saat ini 



































terdapat 4 cara pengambilan keputusan pembiayaan yang 
diterapkan oleh bank-bank, di antaranya:52 
1) Masing-masing pejabat mempunyai wewenang dalam 
batas yang diberikan oleh manajemen secara berjenjang. 
Usulan pejabat wajib disetujui satu pejabat yang 
memiliki limit minimal sama dengan plafon pembiayaan 
yang akan diajukan. 
2) Pejabat pemutus pembiayaan yang memiliki limit 
wewenang tertentu dapat bergabung dengan pejabat lain 
yang juga memiliki limit kewenangan tertentu/sama,  
sehingga keduanya dapat menyetujui pembiayaan 
dengan plafon maksimal besar limit wewenang 
gabungan kedua pejabat tersebut.  
3) Usulan pembiayaan di atas jumlah tertentu harus diputus 
dalam komite pembiayaan. 
4) Semua keputusan pembiayaan hanya bisa dilakukan 
melalui komite pembiayaan.  
  Komite pembiayaan adalah kumpulan pejabat 
pemutus usulan pembiayaan. Komite tersebut 
beranggotakan pejabat yang dinilai memiliki kemampuan 
dalam melakukan penilaian. Dalam praktik perbankan saat 
ini, keempat metode tersebut dilaksanakan bervariasi antara 
                                                             
52 Ibid, 14-15.  



































satu Bank dengan Bank yang lain tentunta disesuaikan 
dengan kondisi masing-masing bank. 
d. Fungsi Administrasi Pembiayaan 
       Fungsi administrasi pembiayaan dimulai ketika seorang 
Account Officer menyiapkan proposal usulan pembiayaan, serta 
memeriksa informasi data-data lapangan dan jaminan. 
Selanjutnya proposal pengajuan pembiayan diajukan kepada 
pejabat pemutus pembiayaan, maka administrasi pembiayaan 
harus melakukan dokumentasi ditolak atau diterima.  
Apabila usulan pengajuan pembiayaan disetujui, akan 
dilanjutkan dengan tahap peningkatan perjanjian pembiayaan dan 
jaminan. Setelah proses peningkatan perjanjian pembiayaan dan 
pemenuhan covenant pembiayaan selesai, maka proses 
pembiayaan berlanjut dengan pencairan pembiayaan.  
e. Fungsi Monitoring dan Kebijakan Pembiayaan 
Kinerja pembiayaan adalah ukuran yang mencerminkan 
ketepatan pemenuhan kewajiban nasabah, pemantauan kinerja 
pembiayaan per individu nasabah biasanya dilakukan oleh 
Financing Officer, yang mana merupakan bagian dari tugas untuk 
membina hubungan baik dengan nasabah.  
       Secara umum, unit kerja monitoring dan kebijakan 
pembiayaan memiliki tugas dan fungsi di antaranya:  



































1) Membantu direksi dalam merumuskan dan menetapkan 
kebijakan, peraturan, arah dan strategi pembiayaan, serta 
mengawasi pelaksanaan kebijakan pembiyaan. 
2) Memantau perkembangan dan kondisi kualitas 
pembiayaan. 
3) Mengevaluasi permohonan pemberian fasilitas 
pembiayaan dari cabang. 
4) Melakukan analisis, mengevaluasi tingkat risiko 
pembiayaan, serta merekomendasikan setiap proposal 
pengajuan pembiayaan kepada pemutus pembiayaan.  
5) Memastikan bahwa pemberian pembiayaan telah 
didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, 
saksama dan terlepas dari pengaruh pihak yang 
berkepentingan dengan pemohon pembiayaan.  
3. Kelayakan Pemberi Pembiayaan 
       Proses pemberian pembiayaan Bank islam terhadap nasabah-
nasabahnya sangat memerhatikan aspek-aspek teknik administrtif. 
aspek yang dijadikan pertimbangan pembiayaan adalah sebagai 
berikut:53  
a. Surat Permohonan Pembiayaan 
       Dalam surat permohonan pembiayaan berisi jenis 
pembiayaan yang diminta nasabah, untuk berapa lama, berapa 
                                                             
53 Ibid, 773-779.  



































limit/plafon yang diminta, serta sumber pelunasan pembiayaan 
berasal dari mana. selain itu, surat permohonan pembiayaan 
tersebut dilampiri dengan dokumen pendukung, di antaranya; 
identitas pemohon, legalitas, serta bukti kepemilikan agunan.  
b. Proses Evaluasi 
       Dalam penilaian suatu permohonan, bank islam tetap 
berpedoman pada prinsip kehati-hatian serta aspek lainnya 
sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil analisis yang cermat 
dan akurat. 
4. Etika Jasa Pembiayaan 
       Masing-masing profesi memiliki standar etika tersendiri dalam 
pekerjaanya. Begitupun pada bagian Pembiayaan (Finance) di 
perbankan Syaiah juga memiliki standar etika dalam menghimpun dan 
menyalurkan dana kepada nasabah. Standar etika yang dimaksud bukan 
hanya tata cara berinteraksi dalam pergaulan, tetapi harus bermuatan 
etika, tentang bagaimana manusia bertindak berdasarkan norma agama 
sesuai dengan perintah Allah Swt. Dalam rangka berislam secara 
keseluruhan.54  
       Seorang Finance Officer professional menjunjung tinggi kode etik 
profesi yang berlaku yaitu bekerja sesuai standard operating procedure, 
tidak merugikan bank dan nasabah serta pihak lain, serta tidak terlibat 
                                                             
54 Ibid, 33-34.  



































gratifikasi. Prinsip standar etika yang diterapkan oleh Finance Officer 
harus mengacu pada empat sifat Nabi saw. Di antaranya:55 
a. Shiddiq  
Kejujuran merupakan sifat utama yang harus dimiliki islamic 
Bankir. Seorang Finance Officer diharuskan jujur dalam 
menjelaskan berbagai produk yang ditawarkan dengan 
menyampaikan kelebihan dan kekurangannya, biaya-biaya, 
resiko, dan konsekuensi pembiayaan yang diterima. Proses 
pembiayaan harus dikelola secara independen, transparan, dan 
tidak merugikan bank atau nasabah beserta pihak lain.  
b. Amanah  
Amanah berarti bertanggung jawab serta menjunjung tinggi 
integritas. Model bisnis Bank Syariah yang berbasis bagi hasil 
membutuhkan Finance Officer yang mampu menjalankan mandat 
investasi yang dilakukan oleh nasabah sehingga dana bisa 
diberdayakan secara optimal dalam bentuk pembiayaan pada 
sektor usaha yang halal dan menguntungkan bagi kedua belah 
pihak.  
Finance Officer berkewajiban menyalurkan dana yang 
disalurkan kepaada pembiayaan yang seperti mengelola 
kekayaannya sendiri sehingga muncul rasa tanggung jawab yang 
tinggi. Integritas yang mencerminkan kualitas kejujuran dan 
                                                             
55 Ibid, 34-36.  



































kekuatan moral dapat mengalahkan benturan kepentingan dalam 
menjalankan fungsi dan tanggung jawab yang diemban sehingga 
tidak ada niat untuk memanfaatkan kesempatan yang terbuka demi 
kepentingan pribadinya.  
c. Tabligh 
Sifat tabligh yang dimiliki oleh nabi saw. ialah selalu 
menyampaikan pesan kenabian yang diterimanya. Dalam hal ini, 
seorang Finance Officer harus bersifat consultative dalam 
memberikan masukan atau advisory yang mengarah pada 
perbaikan karena pebisnis memiliki pandangan berbeda dengan 
pihak Bank meski mereka juga menguasai bidang usaha yang 
digeluti dibandingkan dengan Finance Officer.  
Seorang Finance Officer dapat memberikan pertimbangan 
aspek cash flow, pengelolaan likuiditas, rentabilitas, kebijakan 
piutang dan utang solvabilitas dan leverage nasabah sehingga 
menciptakan sinergi untuk mempercepat proses pembiayaan 
ataupun meningkatkan upaya bisnis nasabah secara optimal.  
       Tabligh juga memiliki makna kempauan komunikasi yang 
baik sehingga Finance Officer dapat mempraktikkan cara dan 
bagaimana gaya komunikasi yang efektif dalam hal: 
1) Penawaran produk sehingga mudah dipahami oleh nasabah. 



































2) Deskripsi usulan pembiayaan kepada pejabat pemutus, 
komite pembiayaan, ataupun pihak lain yang memerlukan 
penjelaasan.  
3) Negosiasi untuk mencapai win-win solution dengan 
nasabah.  
4) Membina hubungan baik dengan nasabah dalam rangka 
monitoring dan cross-selling  
d. Fathanah  
       Fathanah memiliki makna cerdas, yakni memiliki kecakapan 
dan pengetahuan. Seorang Finance Officer harus menguasai 
produk yang ditawarkan selain pengetahuan tentang keuangan, 
akuntansi, siklus usaha, peraturan perbankan dan hukum yang 
terkait pembiayaan, serta masalah jaminan kepada nasabah.  
        Seorang Finance Officer diwajibkan melakukan praktik 
sesuai dengan kode etik profesi yang telah ditetapkan oleh ikatan 
Bankir Indonesia dalam 9 prinsip kode etik Bankir Indonesia yang 
dijadikan standar dalam perilaku, di antaranya: 56 
1) Seorang Bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-
undagan dan peraaturan yang berlaku. 
2) Seorang Bankir melakukan pencatatan yang benar 
mengenai segala transaksi yang berhubungan dengan 
kegiatan bank. 
                                                             
56 Ibid, 36-37. 



































3) Seorang Bankir menghindari diri dari persaingan yang tidak 
sehat. 
4) Seorang Bankir tidak menyalahgunakan wewenang yang 
dimilikinya untuk kepentingan pribadi.  
5) Seorang Bankir menghindarkan diri dari keterlibatan 
pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan 
kepentingan menyimpang. 
6) Seorang Bankir menjaga kerahasian nasabah  dan Bank.  
7) Seorang Bankir memperhitungkan dampak yang merugikan 
dari setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Bank terhadap 
keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan.  
8) Seorang Bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang 
memperkaya dirinya pribadi ataupun keluarganya.  
9) Seorang Bankir tidak melakukan perbuatan yang tercela 
yang dapat merugikan citra profesi yang dimilikinya.   
 



































PRINSIP INDEPENDENSI PADA BAGIAN FINANCING SERVICE DI 
BANK BTN SYARIAH KCPS SURABAYA BUKIT DARMO 
 
A. Gambaran Umum Bank BTN Syariah KCPS Surabaya Bukit Darmo  
 
        PT Bank Tabungan Negara, (Persero), Tbk ialah Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) yang bergerak pada bidang Perbankan. Cikal bakal Bank 
BTN dimulai dengan didirikannya perBankan di Batavia pada tahun 1978 
pada masa pemerintahan Belanda. Bank BTN berkomitmen melayani dan 
mendukung pembiayaan sektor perumahan melalui 3 produk utama di 
antaranya produk perbankan perseorangan, produk bisnis dan produk 
Syariah. 57 
       Pada tahun 2007, Bank BTN telah mengoperasikan 12 (dua belas) 
Kantor Cabang Syariah dan 40 Kantor Layanan Syariah (Office 
Chanelling). Kantor Cabang tersebut terdiri atas kantor Cabang 
Konvensional dan Cabang Pembantu Konvensional. Demikian juga pada 
Cabang Syariah. Keduanya tersebar di lokasi Jakarta, Bandung, Surabaya, 
Yogyakarta, Makasar, Malang, Solo, Medan, Batam, Tanggerang, Bogor, 
Bekasi. Sedangkan di Surabaya sendiri mulai berdiri berbentuk kantor 
layanan Syariah dan berubah menjadi Kantor Cabang Pembantu Syariah 
pada tahun 2006. Seluruh Kantor Cabang Syariah ini 
                                                             
57 BTN Syariah, “Tentang BTN”, dalam  https://www.btn.co.id/id/Tentang-Kami, diakses  
pada tanggal 20 Januari 2019. 



































dapat beroperasi secara ontime-realtime berkat dukungan teknologi 
informasi yang cukup memadai.58 
       Di Surabaya sendiri atas 4 Kantor dari Bank BTN Syariah. 3 Kantor 
Cabang tersebut di antaranya 3 Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) 
yang berada di Kertajaya, di Surabaya Bukit Darmo, dan di Ngagel. Dan 
satunya merupakan Kantor Cabang Syariah (KCS) dari Bank BTN 
Syaraiah yang penulis angkat untuk penelitian ialah di Bank BTN Syariah 
KCPS Surabaya Bukit Darmo. Bank BTN Syariah KCPS Surabaya Bukit 
Darmo ialah salah satu kantor cabang Syariah dari Bank BTN Syariah yang 
ada di Surabaya. Bank BTN Syariah KCPS Surabaya Bukit Darmo  
tepatnya berada di Jl. Yono Suwono No. 10 B Surabaya.  
1. Visi dan Misi. 
Visi 
       Terdepan dan terpercaya dalam memfasilitas sektor perumahan 
dan jasa layanan keuangan keluarga.59 
Misi 
       Berikut misi dari Bank BTN Syariah:60 
a) Berperan dalam mendukung sektor perumahan, baik dari sisi 
penawaran maupun dari sisi permintaan yang terintegrasi 
dalaam sektor perumahan di Indonesia.  
                                                             
58 Ibid.  
59 BTN Syariah, “Tentang BTN”, dalam https://www.btn.co.id/id/Tentang-Kami, diakses pada 
tanggal 20 Januari 2019. 
60 Ibid. 



































b) Memberikan layanan unggul dalam pembiayaan kepada 
sektor perumahan dan kebutuhan keuangan keluarga.  
c) Melaksanakan manajemen perBankan yang sesuai dengan 
prinsip Syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN 
dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta 
meningkatkan share holders value.  
d) Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi 
pengembangan produk, jassa dan jaringan strategi berbasis 
digital.  
e) Memedulikan kepentingan masyarakat sosial dan lingkungan 
ssecara berkelanjutan. 
2. Struktur Organisasi. 
       Di Surabaya terdapat kantor operasional Bank BTN Syariah di 
antaranya di daerah Diponegoro (KCS Utama), di daerah Kertajaya 
(KCPS), dan di daerah Surabaya Bukit Darmo (KCPS). Masing-masing 
cabang memiliki struktur organisasi. Adapun struktur organisasi Bank 











































 Struktur Organisasi Bank BTN Syraiah KCPS Surabaya Bukit  
Darmo 
Sumber: Operation Staff Bank BTN Syariah KCPS Surabaya Bukit 
Darmo 
Berdasarkan struktur organisasi di atas, berikut pembagian tugas 
staff di Bank BTN Syariah KCPS Surabaya Bukit Darmo: 
a. Kepala Cabang Pembantu Syariah 
 Berikut beberapa tugas dari kepala cabang di antaranya:61  
1) Bertanggung jawab atas operasional di area sesuai 
dengan kebijakan/bisnis proses yang telah ditetapkan.  
2) Memastikan ketersediaan serta optimalisasi seluruh 
fungsi sumber daya (anggaran, sarana pendukung, alat 
produksi, SDM) di area kerja yang ditugaskan.  
                                                             
61 BTN Syariah, “Tata Kelola”, dalam  https://www.btn.co.id/id/Tentang-Kami, diakses pada 
tanggal 20 Januari   2019. 



































3) Memastikan terkondisinya proses eksekusi seluruh 
program bisnis yang ada diarea pada yang  efisien dan 
efektif mungkin.  
4) Memastikan validitas dan kelancaran mekanisme 
informasi dalam rangka pengendalian kompetisi, 
monitoring program serta pengendalian krisis yang ada 
di area.  
5) Melakukan koordinasi yang baik dengan pihak 
Supervisor Area Operator terkait eksekusi aktivitas 
marketing di lapangan. 
b. Operation Staff  
       Tugas dari Operation Staff ialah Memastikan operasional 
kantor cabang pembantu di area Surabaya dan sekitarnya dapat 
berjalan dengan semestinya. Operation Staff juga membina dan 
membimbing anak-anak yang melakukan praktek kerja di 
kantor cabang. 62 
c. Financing Service (FS)  
     Berikut beberapa tugas dari seorang Financing Service di 
antaranya:63 
1) Mencairkan pembiayaan yang diajukan nasabah 
2) Pelaksanaan usaha dan penghasilan calon debitur  
                                                             
62 Ibid. 
63 Ibid. 



































3) Pelaksanaan taksasi nilai dan kehandalan agunan  
4) Proses administrasi dan pencairan Bank garansi  
5) Proses pengelolalaan pencairan dan jaminan  
d. Customer Service (CS) 
      Berikut beberapa tugas dari Customer Service di 
antaranya:64 
1) Memberikan pelayanan kepada nasabah yang berkaitan 
dengan pembukaan rekening tabungan, giro, pembukaan 
deposito, permohonan nasabah yang lainnya. Di samping 
itu memberikan informasi sejelas mungkin mengenai 
berbagai produk dan jasa yang ingin diketahui dan 
diminati kepada nasabah atau calon nasabah.  
2) Menerima, melayani, dan mengatasi permasalahan yang 
disampaikan oleh nasabah sehubungan dengan 
ketidakpuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan 
oleh pihak nasabah.  
3) Mengadministrasikan daftar hitam Bank Indonesia dan 
daftar rehabilitasi nasabah serta file nasabah.  
4) Mengadministrasikan resi permintaan dan pengembalian 
buku cek dan bilyet giro serta surat kuasa.  
5) Memberikan informasi tentang saldo dan mutasi nasabah.  
                                                             
64 Ibid. 



































6) Mengadministrasikan buku cek, bilyet giro, dan buku 
tabungan.  
7) Memperkenalkan dan menawarkan produk dan jasa yang 
ada dan yang baru sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 
nasabah. 
e. Teller 
 Berikut beberapa tugas dari seorang Teller di antaranya:65 
1) Seorang Teller yang baik harus datang tepat waktu sesuai 
jam masuk, memastikan semua perlengkapan berfungsi 
baik (alat penghitung uang, alat pengecek uang palsu, 
bulpen, dsb).  
2) Jika ada nasabah maka harus bersikap ramah, memberi 
greeting (selamat pagi/siang/sore, mengucapkan terima 
kasih jika sudah selesai), memberi senyum di awal dan 
akhir pertemuan.  
3) Menjaga penampilan berbusana sesuai standar Bank 
(meja kerja, baju rapi, rambut rapi, mengenakan ID card, 
dsb).  
4) Jika ada nasabah ingin setor/tarik tunai maka teller wajib 
menghitung uang, mengkonfirmasikan jumlah uang 
kepada nasabah, melakukan perhitungan uang di depan 
nasabah.  
                                                             
65 Ibid. 



































5) Melakukan pembayaran non tunai/tunai kepada nasabah 
yang bertransaksi non tunai/tunai di counter bank, dan 
melakukan update data transaksi di sistem komputer bank.  
6) Setelah selesai proses setor/tarik tunai teller wajib 
memberikan slip kuitansi kepada nasabah yang dan 
menandatanganinya sebagai tanda tangan pengesahan.  
7) Bertanggungjawab terhadap kesesuaian antara jumlah kas 
di sistem dengan kas di terminalnya.  
f. Security  
 Berikut beberapa tugas dari security di antaranya: 
1) Menjaga keamanan kantor.  
2) Membantu melayani nasabah yang datang ke kantor  
3) Membantu melayani nasabah jika mengalami kesulitan jika 
berada dikantor. Misalnya membantu nasabah 
menunjukkan slip mana yang harus di isi sesuai dengan 
kebutuhan nasabah. 
g. Pramuniaga 
 Berikut beberapa tugas dari pramuniaga siantaranya: 
1) Melayani pegawai yang bekerja  
2) Bersih-bersih kantor 
3) Memfotocopy berkas yang dibutuhkan oleh pegawai 
4) Membantu menggantikan tugas satpam dalam melayani 
nasabah (jika satpam mendadak tidak ada di kantor)  





































 Berikut beberapa tugas dari seorang Driver di antaranya: 
1) Mengantar dan menjemput kepala cabang  
2) Mengantar dan menjemput pegawai yang ditugaskan oleh 
kantor 
3. Produk Pembiayaan KPR 
       Terdapat beberapa produk pembiayaan KPR di Bank BTN Syariah 
di antaranya:66 
a. Pembiayaan KPR Bersubsidi 
       Pembiayaan KPR Sejahtera merupakan jenis pembiayaan 
kepada Nasabah perorangan yang tergolong Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka pemilikan rumah 
atau rusun yang merupakan program pemerintah dengan kriteria 
penghasilan dibawah Rp. 7000.000.  
b. Pembiayaan KPR Non Subsidi 
   Pembiayaan KPR non Subsidi merupakan jenis 
pembiayaan kepada Nasabah perorangan dalam kepemilikan 
rumah dengan kriteria penghasilan  lebih dari Rp. 7.000.000. 
c. Pembiayaan KPR Platinum 
    Pembiayaan KPR Platinum merupakan jenis pembiayaan 
kepada nasabah perorangan dengan akad murabahah (jual beli) 
                                                             
66 Diah (Financing Service), Wawancara, Surabaya, 11 Juli 2018. 



































dalam rangka pemilikan rumah, ruko, rusun atau apartemen 
kondisi baru maupun bekas.  
 
B. Implementasi Prinsip Independensi pada Financing Service di Bank 
BTN Syariah KCPS Surabaya Bukit Darmo 
       Prinsip independensi merupakan prinsip yang jujur dan tidak 
terpengaruh oleh pihak lain dalam mengemban tugas/pekerjaan yang 
dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Diah selaku Bagian 
Financing Service di Bank BTN Syariah KCPS Surabaya Bukit Darmo, Ia 
mengatakan bahwa prinsip independensi merupakan prinsip yang tidak 
terpengaruh oleh pihak manapun sehingga bisa mengambil keputusan 
berdasarkan keyakinan sendiri tanpa campur tangan dari pihak lain.67 
Dengan adanya prinsip independensi pada bagian Financing Service akan 
mengurangi kerugian pada bank.  
       Prinsip independensi merupakan prinsip yang jujur, tidak terpengaruh 
oleh pihak lain dalam hal pengambilan keputusan. Jika seorang karyawan 
tidak menerapkan prinsip independensi dalam pekerjaanya maka akan 
terjadi fraud yang akan merugikan Bank. Fraud yang dimaksud dalam hal 
ini ialah dalam bentuk materi yang merugikan pihak Bank sesuai 
kecurangan yang dilakukan oleh karyawan.68 
                                                             
67 Diah (Financing Service), Wawancara, Surabaya, 16 Oktober 2018. 
68 Hamka (Operation Staff), Wawancara, Surabaya, 16 Oktober 2018. 



































       Menurut Hamka selaku Operation Staff implementasi prinsip 
independensi pada bagian Financing Service ialah dengan cara:69 
1. Tidak menerima barang apapun dari pihak-pihak terkait. 
2. Tidak terlibat dalam tindak kecurangan dengan pihak-pihak terkait. 
3. Tidak dipengaruhi secara emosional dari pihak manapun. 
4. Tidak dipengaruhi antara jabatan profesi (atasan dan bawahan). 
        Berdasarkan hasil pemaparan dari Hamka di atas sesuai dengan 
pernyataan Diah, Ia mengatakan bahwa implementasi prinsip independensi 
pada bagian Financing Service ialah dengan cara tidak menerima apapun 
baik dalam bentuk uang, barang, makanan dan lain sebagainya dari pihak 
manapun, sehingga dikedepannya tidak menimbulkan suatu masalah yang 
akan merugikan salah satu pihak. Diah juga mengatakan bahwa, seorang 
pegawai boleh menerima makanan asal harga dari suatu makanan tersbut 
dibawah dari harga Rp. 300.000 . Jika lebih dari harga 300.000 maka perlu 
untuk ditindak lanjuti.70 
       Prinsip independensi bisa dilihat dari gaya hidup seorang karyawan 
yang tidak sesuai dengan gaji yang didapatinya dalam bekerja (kecuali jika 
mempunyai pekerjaan sampingan), selain itu prinsip independensi juga bisa 
dilihat dari banyaknya tunggakan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah 
dalam kurun waktu satu tahun.71  
                                                             
69 Hamka (Opraetion Staff), Wawancara, Surabaya, 18 Maret 2019. 
70 Diah (Financing Service), Wawancara, Surabaya, 23 Oktober  2018. 
71 Ibid. 



































       Prinsip independensi dari seorang pegawai bukan hanya bisa dilihat dari 
gaya hidup yang tidak sesuai dengan gajinya saja, tetapi juga bisa dilihat 
dari hasil usulan pembiayaan yang diajukan oleh Financing Service kepada 
atasan. Jika usulan pembiayaan yang diajukan dapat diterima oleh atasan 
maka seorang Financing Service bisa dikatakan sudah menerapkan prinsip 
independensi dengan baik dalam pekerjaanya. Hasil usulan pembiayaan 
yang diajukan oleh Financing Service biasanya dalam bentuk memo, loan, 
atau papan Scorring yang nantinya akan dipertimbangkan untuk dapat 
diterima atau tidak oleh atasan. 72 
       Hendra mengatakan bahwa Financing Service di Bank BTN Syariah 
KCPS Surabaya Bukit Darmo sudah independen. Hal tersebut dapat dilihat 
dari usulan pembiayaan nasabah yang diajukan oleh Financing Service 
kepada atasan. Berikut usulan pembiayaan nasabah yang diajukan oleh 
Financing Service:73 
       Berikut data usulan pembiayaan nasabah yang diajukan oleh Financing 








                                                             
72 Hendra (Kepala Capem), Wawancara, Surabaya, 14 November 2018. 
73 Ibid. 




































Usulan Pembiayaan (dalam bentuk Memo) yang diajukan oleh 
















Financing Service menginput 
data nasabah yang melakukan 
pembiayaan KPR yang diajukan 
oleh nasabah dengan nilai Rp. 
225.000.000 dengan cicilan 







Analis menerima pengajuan 
pembiayaan nasabah dari 
Financing Service dan 
menyerahkannya kepada Bag. 










Memeriksa data pengajuan 
pembiayaan nasabah yang diberi 
oleh Financing Service yang 











Analis menerima hasil 
pemeriksaan data yang dilkukan 
oleh Bagian Appraisal dan 
kemudian dianalisis oleh analis. 
Kemudian disetuji usulan 










Kemudian oleh bagian MCFU 
dianalisis. Dan menyetujui 
usulan pembiayaan KPR 
tersebut dengan syarat 
persyaratan harus dilengkapi dan 












Menerima hasil analis dari 
MCFU dan menyetujui 
pembiayaan nasabah yang 
diajukan oleh Financing Service 
di atas dengan syarat persyaratan 
dilengkapi. 
 
 Sumber: Financing Service Bank BTN Syariah KCPS Surabaya 
Bukit Darmo 
 



































       Dari tabel penyajian memo di atas dapat diketahui bahwa usulan 
pembiayaan yang diajukan oleh Financing Service telah dianalisis serta 
di proses oleh berbagai pihak dan akhirnya pengajuan pembiayaan 
tersebut disetujui oleh DBM (Deputy Branch Manager). Jika usulan 
pembiayaan yang diajukan oleh Financing Service diterima oleh DBM, 
maka Financing Service bisa dipercaya dalam pekerjaanya. Jika 
pekerjaan seorang Financing Service dipercaya, maka Financing 
Service menerapkan prinsip independensi dalam pekerjaanya.74 
 
C. Implikasi dari Implementasi Prinsip Independensi pada Kinerja 
Financing Service 
       Apabila seorang Financing Service kinerjanya baik, maka Financing 
Service juga sudah menerapkan prinsip independensi dengan baik pula. 
Tetapi jika sebaliknya, jika seorang Financing Service kinerjanya buruk, 
maka Financing Service belum menerapkan prinsip independensi dengan 
baik. Kinerja dalam hal ini bisa dilihat dari banyaknya tunggakan 
pembiayaan dari nasabah yang melakukan pembiayaan. Tunggakan dalam 
pembiayaan yang dimaksud ialah tunggakan dengan jumlah yang tidak 
wajar dalam kurun waktu satu tahun. 75 
         Apabila terjadi tunggakan dengan jumlah banyak dalam kurun waktu 
satu tahun, maka audit akan menindak lanjuti kenapa bisa terjadi tuggakan 
yang tidak wajar pada pembiayaan yang di lakukan oleh nasabah.76 Hal 
                                                             
74 Hendra (Kepala Capem), Wawancara, Surabaya, 14 November 2018. 
75 Diah (Financing Service), Wawancara, Surabaya, 23 Juli 2018. 
76 Hamka (Operation Staff), Wawancara, Surabaya, 16 Oktober 2018. 



































tersebut sesuai dengan pernyataan Diah, Ia mengatakan  bahwa prinsip 
independensi pada seorang Financing Service dapat dilihat melalui 
beberapa cara di antaranya:77 
1. Gaya hidup dari seorang Financing Service 
       Gaya hidup yang dimaksud ialah gaya hidup yang tidak sesuai 
dengan penghasilannya. Kecuali jika Financing Service tersebut 
memiliki profesi lain diluar profesinya sebagai seorang Financing 
Service. 
2. Banyaknya tunggakan dalam kurun waktu satu tahun 
       Banyaknya tunggakan dalam kurun waktu satu tahun yang 
dimaksud ialah jumlah tunggakanya tidak wajar. Jika jumlah 
tunggakan 3 atau 4 nasabah masih dikatakan wajar. 
       Apabila terjadi banyak tunggakan dalam kurun waktu 1 tahun maka 
bisa dikatakan seorang Financing Service tidak menerapkan prinsip 
independensi dengan baik, karena banyaknya tunggakan dalam kurun 
waktu 1 tahun dikatakan tidak wajar. Jika terjadi banyaknya tunggakan 
dalam kurun wakti 1 tahun bukan saja Financing Service tidak 
menerapkan prinsip independensi dengan baik tetapi kinerja Financing 
Service juga dikatakan tidak baik.78  
       Berikut data contoh implikasi implementasi prinsip independensi pada 
Kinerja Financing Service pada bulan Oktober pada tabel 3.2: 
 
                                                             
77 Diah (Financing Service), Wawancara, Surabaya, 22 Oktober 2018. 
78 Hendra (Operation Staff), Wawancara, Surabaya, 14 November 2018. 



































Tabel 3.2  
Data contoh tunggakan Pembiayaan Nasabah di Bank BTN Syariah 













dalam angka  
Kantor Cabang 
Surabaya (KCS) 
703 0 0 
Kertajaya  721 0 0 
Jombang 723 1.053.040.504 10 
Ngagel  749 693.635.357 4 
Sidoardjo 750 808.018.208 7 
Gresik  755 1.014.321.822 6 
Madiun 772 0 0 
Surabaya Bukit 
Darmo (SBD) 
732 0 0 
Jumlah seluruh 
Tunggakan  
 3.569.015.891 27 
  
 Sumber: Financing Service di Bank BTN Syariah KCPS 
Surabaya Bukit Darmo 
  
       Dari contoh data tunggakan nasabah pada bulan Oktober di atas  
dapat diketahui bahwa data nasabah yang melakukan pembiayaan di 
Bank BTN Syariah KCPS Surabaya Bukit Darmo tidak ada yang 
menunggak selama bulan Oktober. Ada beberapa hal yang dilakukan 
oleh Financing Service di Bank BTN Syariah KCPS Surabaya Bukit 
Darmo agar tidak terjadinya tunggakan. Di antaranya:79 
                                                             
79 Diah (Financing Service), Wawancara, Surabaya, 18 Maret 2019. 



































1. Rutin mengingatkan nasabah untuk tidak lupa melakukan 
pembayaran angsuran. 
2. Setiap tanggal 25/bulan nasabah harus sudah melakukan 
pembayaran angsuran. 
3. Jika nasabah tersebut masih belum melakukan pembayaran 
angsuran, maka pihak Bank akan melakukan penagihan dengan 
cara mengunjungi rumah nasabah tersebut. 
4. Ketika pihak Bank melakukan kunjungan ke rumah nasabah 
tersebut, namun nasabah tidak berada dirumahnya, maka pihak 
Bank akan menunggu sampai nasabah tersebut kembali ke rumah. 
       Menurut Hendra selaku Kepala Capem di Bank Bank BTN Syariah 
KCPS Surabaya Bukit Darmo kinerja seorang Financing Service bisa 
diukur melalui hal berikut:80 
1. Target pencapaian realisasi 
2. Pelayanan Financing Service kepada nasabah 
3.  Banyaknya tunggakan dalam kurun waktu satu tahun 
4. Banyaknya jumlah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah  
5. Tidak adanya complain dari nasabah  
       Jika seorang Financing Service sudah menerapkan semua hal di 
atas, maka Financing Service dinilai sudah baik kinerjanya. Jika kinerja 
                                                             
80 Hendra (Kepala Capem), Wawancara, Surabaya, 14 November 2018. 



































Financing Service baik maka bisa dikatakan Financing Service sudah 
independen dalam pekerjaanya.81  
 
                                                             
81 Ibid. 
 



































ANALISIS PENERAPAN PRINSIP INDEPENDENSI PADA BAGIAN 
FINANCING SERVICE    
              
A. Analisis Penerapan Prinsip Independensi pada Bagian Financing  
Service di Bank BTN Syariah KCPS Surabaya Bukit Darmo.  
       Prinsip independensi merupakan prinsip yang wajib dimiliki oleh 
seorang pegawai bank. Terlebih pada bagian pembiayaan (Finance). Hal 
tersebut dikarenakan bagian pembiayaan (Finance) memiliki resiko dan 
sangat rentan terhadap tindak kecurangan, bagian pembiayaan merupakan 
tempat terjadinya transaksi keuangan. Jika seorang Financing Service tidak 
menerapkan prinsip independensi dalam pekerjaanya maka akan mudah 
terpengaruh oleh pihak lain. Jika seorang Financing Service mudah 
terpengaruh oleh pihak lain maka akan menimbulkan tindak kecurangan 
yang akan merugikan pihak Bank. 
       Independensi merupakan suatu prinsip dimana para pengelola 
mengambil keputusan bersifat professional, mandiri, bebas dari konflik 
kepentingan, dan bebas dari pengaruh dari pihak manapun yang 
bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsi - prinsip 
pengelolaan yang sehat.82 Diah selaku Bagian Financing Service di Bank 
BTN Syariah KCPS Surabaya Bukit Darmo, mengatakan bahwa Prinsip 
independensi merupakan prinsip yang tidak terpengaruh oleh pihak 
                                                             
82 Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, Etika Bisnis dan Profesi (Jakarta: Salemba Empat, 
2009), 105. 



































manapun sehingga bisa mengambil keputusan berdasarkan keyakinan 
sendiri tanpa campur tangan dari pihak lain. Diah juga menambahkan bahwa 
implementasi prinsip independensi pada bagian Financing Service ialah 
dengan cara tidak menerima apapun baik dalam bentuk uang, barang, 
makanan dan lain sebagainya dari pihak manapun, sehingga kedepannya 
tidak menimbulkan suatu masalah yang akan merugikan salah satu pihak. 
Diah juga mengatakan bahwa, seorang pegawai boleh menerima makanan 
asal harga dari suatu makanan tersebut dibawah dari harga Rp. 300.000 . 
Jika lebih dari harga 300.000 maka perlu utuk ditindak lanjuti.83  Hendra 
mengatakan bahwa independennya seorang pegawai bisa dilihat dari 
diterimanya usulan pengajuan pembiayaan nasabah yang diajukan oleh 
Financing Service.84  
       Berdasarkan hasil pemaparan teori beserta wawancara terhadap 
narasumber dapat diketahui bahwa penerapan prinsip independensi pada 
Financing Service di Bank BTN Syariah KCPS Surabaya Bukit Darmo ialah 
dengan cara tidak terpengaruh oleh pihak manapun serta tidak menerima 
apapun dari pihak-pihak yang terkait. Penerimaan makanan boleh diterima 
asal harga suatu makanan tersebut dibawah Rp. 300.000. Meskipun 
penerimaan dibawah harga Rp. 300.000 dalam bentuk makanan boleh 
diterima, alangkah baiknya tidak sering menerimanya. Hal tersebut agar 
                                                             
83 Diah (Financing Service), Wawancara, Surabaya, 23 Oktober  2018. 
84 Diah (Financing Service), Wawancara, Surabaya, 16 Oktober 2018. 



































tidak timbul rasa enggan menolak jika diminta bantuan oleh pihak –pihak 
terkait.  
       Membahas tentang prinsip independensi, keindependensian seorang 
Financing Service bisa dilihat dari usulan pengajuan pembiayaan nasabah. 
Berikut teori yang berhubungan dengan pengajuan usulan pembiayaan ialah 
fungsi administrasi dan fungsi pengambilan keputusan. berikut penjelasan 
mengenai fungsi tersebut:  
1. Fungsi Administrasi Pembiayaan 
Gambar 4.1 





   
 
       Berdasarkan flowchart diatas, Fungsi administrasi pembiayaan 
dimulai ketika seorang Account Officer menyiapkan proposal usulan 
pembiayaan, serta memeriksa informasi data-data lapangan dan 
jaminan. Selanjutnya proposal pengajuan pembiayan diajukan 
kepada pejabat pemutus pembiayaan, sehingga administrasi 
pembiayaan harus melakukan dokumentasi ditolak atau disetujui.85 
Di Bank BTN Syariah KCPS Surabaya Bukit Darmo pengajuan 
                                                             
85 Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: Gramedia   







































usulan pembiayaan diajukan oleh Financing service kepada atasan 
.(Analis, MCFU, dan terakhir ke DBM) untuk dianalisa apakah 
nantinya pengajuan pembiayaan tersebut disetujui atau diterima.  
       Apabila usulan pembiayaan disetujui, akan dilanjutkan dengan 
tahap peningkatan perjanjian pembiayaan dan jaminan. Setelah 
proses peningkatan perjanjian pembiayaan dan pemenuhan covenant 
pembiayaan selesai, maka proses pembiayaan berlanjut dengan 
pencairan pembiayaan.86 Di Bank BTN Syariah KCPS Surabaya 
Bukit Darmo Jika usulan disetujui dan berkas nasabah ada yang 
belum terlengkapi disyaratkan untuk melengkapi berkas tersebut dan 
membawanya pada saat akad. 
2. Fungsi Pengambilan Keputusan   
       Pengambilan keputusan pembiayaan diharuskan dilaksanakan 
oleh pejabat yang memegang peran bisnis Bank, dan pejabat yang 
bertugas mengelola resiko.87 Di Bank BTN Syariah KCPS Surabaya 
Bukit Darmo pengambilan keputusan dilakukan oleh atasan (Analis, 
MCFU, DBM) jika ada perbedaan keputusan salah satu sari mereka 
keputusan yang diambil ialah keputusan di DBM. 
        Diterimanya usulan pembiayaan melalui beberapa proses analisis dari 
pihak-pihak terkait. Berikut langkah-langkah analisis pengajuan usulan 
pembiayaan nasabah yang dilakukan oleh Bank BTN Syariah KCPS 
                                                             
86 Ibid.  
87 Ibid.  



































Surabaya Bukit Darmo dalam menganalisis pengajuan pembiayaan nasabah 
yang diajukan oleh Financing Service di antaranya:88 
  Gambar 4.2 
  Langkah-langkah disetujuinya pembiayan yang diajukan oleh 




















                                                             
88 Diah (Financing Service), Wawancara, Surabaya, 18 Maret 2018. 
     Analis 
 
     MCFU 
    DBM 
YYYY          Y 
  Appraisal 
     Nasabah 
    Financing Service 
      Start 
           End 
YYYY          Y 
YYYY          Y 




































1. Financing Service menginput data nasabah secara lengkap. 
2. Analis menerima pengajuan pembiayaan nasabah dari Financing 
Service dan menyerahkannya kepada Bagian Appraisial untuk di 
teliti. 
3. Bag. Appraisal Memeriksa data pengajuan pembiayaan nasabah 
yang diberi oleh Financing Service yang kemudian akan 
diserahkan lagi kepada Analis. 
4. Analis menerima hasil pemeriksaan data yang dilakukan oleh 
Bagian Appraisal dan kemudian dianalisis oleh Analis. 
Selanjutnya disetuji atau ditolak usulan pembiayaan yang 
diajukan. 
5. Kemudian oleh bagian MCFU dianalisis. Dan disetujui atau tidak 
usulan pembiayaan yang diajukan. 
6. DBM Menerima hasil analis dari MCFU dan menyetujui atau 
tidak pembiayaan nasabah yang diajukan oleh Financing Service. 
          Independensi seorang Financing Service dilihat dari disetujuinya atau 
ditolaknya usulan pembiayaan yang diajukan. Berdasarkan hasil teori 
bagaimana langkah-langlah pengajuan usulan pembiayaan serta wawancara 
terhadap narasumber di atas juga dapat diketahui dari tabel 3.1 penyajian 
memo yang ada di bab sebelumnya bahwa usulan pembiayaan yang 
diajukan oleh Financing Service telah dianalisis serta di proses oleh 
berbagai pihak dan kemudian pengajuan pembiayaan tersebut mendapat 
       Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa manusia tidak diperbolehkan 
 
 



































persetujuan dari atasan. Jika usulan pembiayaan yang diajukan oleh 
Financing Service diterima oleh atasan, maka Financing Service bisa 
dipercaya dalam pekerjaanya. Jika pekerjaan seorang Financing Service 
dipercaya, maka Financing Service sudah independensi dalam pekerjaanya. 
Usulan pembiayaan yang diajukan oleh Financing Service kepada Atasan 
tidak selalu dapat diterima oleh atasan, dikarenakan pengajuan pembiayaan 
yang diajukan oleh Financing Service kepada Atasan perlu pertimbangan 
dari beberapa pihak serta akan diproses apakah nantinya akan disetujui atau 
ditolak.   
         Penerapan prinsip independensi juga dianjurkan dalam Islam, berikut 
ayat yang menjelaskan tentang pentingnya independensi:89 
 ۡم ُّكَ نَِمرَۡجي اَلَو  ِطِۡسق
ۡ








لٱ اَه ُّ ي
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َ  لِلٱ 
ْ
او ُّق
َ تٱَو ٰۖ  ىَوۡق
َ تِلل ُّبَرۡق
َ












أ َٰٓ ىَلَع ٍمَۡوق ُّ ا
  َوُّلَمۡعَت اَِمب ُۢ ُّرِيبَخ٨  
bertindak curang, dan dianjurkan untuk bersikap adil terhadap sesama. 
Independensi merupakan sikap tidak memihak pihak lain serta tidak 
berkerja sama dengan pihak lain untuk melakukan tindak kecurangan.  
                                                             
89 Al-Quran, Mushaf Aisyah (Jabal), 5: 8. 
 “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan 
adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil 
itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, 
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S 
Al-Maidah ayat 8) 




































B. Analisis Implikasi Penerapan Prinsip Independensi terhadap Kinerja 
Financing  Service di Bank BTN Syariah KCPS Surabaya Bukit Darmo  
       Ada beberapa hal yang timbul jika sudah menerapkan prinsip 
independensi. Salah satunya ialah tidak adanya tunggakan pembiayaan, 
tidak terpengaruh oleh pihak lain sehingga tidak adanya kecurangan yang 
ditimbulakan dengan bekerjasama dengan pihak lain. Sehingga akan 
terminimalisasinya tindak kecurangan yang akan merugikan pihak bank.  
       Independensi berpengaruh pada kinerja Financing Service. kinerja 
Financing Service dapat dilihat melalui hal berikut: 
1. Target pencapaian realisasi 
       Hendra mengatakan bahwa kinerja Financing Service bisa 
dilihat pada target pencapaian realisasi.90 Jika target pencapaian 
realisasi yang dicapai oleh Financing Service sesuai dengan target 
maka kinerja Financing Service dikatakan baik. Tetapi jika 
sebaaliknya target pencapaian realisasi yang dicapai oleh Financing 
Service tidak sesuai dengan target maka kinerja Financing Service 
kurang baik. 
2. Pelayanan Financing Service kepada nasabah 
       Kinerja Financing Service yang kedua bisa dilihat dari 
pelayanan Financing Service kepada nasabah.91 Jika pelayanan 
                                                             
90 Hendra (Kepala Capem), Wawancara, Surabaya, 14 November 2018. 
91 Ibid. 



































Financing Service kepada nasabah yang akan melakukan 
pembiayaan baik maka kinerja Financing Service dikatakan baik. 
Tetapi jika sebaliknya tidak bisa melayani nasabah dengan baik maka 
kinerja Financing Service dinilai kurang baik. 
3. Banyaknya tunggakan dalam kurun waktu satu tahun 
       Selanjtnya kinerja Financing Service bisa dilihat dari banyaknya 
tunggakan dalam kurun waktu satu tahun.92 Jika terjadi tunggakan 
dalam jumlah yang tidak wajar dalam kurun waktu satu tahun maka 
kinerja Financing Service perlu untuk dicurigai. Tetapi jika dalam 
kurun waktu satu tahun terdapat jumlah tunggakan yang wajar maka 
kinerja Financing Service bisa dikatakan baik. 
4. Banyaknya jumlah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah  
       Kinerja Financing Service juga bisa dilihat dari banyaknya 
jumlah pembiayaan.93 Jika nasabah yang melakukan pembiayaan 
kepada Financing Service maka kinerja Financing Service dinilai 
baik. Tetapi jika sebaliknya jika tidak ada nasabah yang melakukan 
pembiayaan kepada Financing Service maka kinerjanya dinilai 
kurang baik. 
5. Tidak adanya complain dari nasabah 
       Dan yang terakhir kinerja Financing Service bisa dilihat dari 
tidak adanya complain dari nasabah.94 Jika terdapat complain dari 







































nasabah maka pelayanan yang diberikan oleh Financing Service 
dinilai kurang baik. Tetapi jika tidak terjadi complain dari nasabah 
maka kinerja Financing Service dinilai sudah baik.  
       Hendra juga menambahkan Jika seorang Financing Service sudah 
menerapkan semua hal di atas, maka Financing Service dinilai sudah baik 
kinerjanya. Jika kinerja Financing Service baik maka bisa dikatakan 
Financing Service sudah independen dalam pekerjaanya.95  
Implikasi dari implementasi prinsip independensi terhadap Kinerja 
Financing Service ialah tidak adanya tunggakan dalam jumlah yang tidak 
wajar dalam kurun waktu 1 tahun. Jika Terdapat banyak tunggakan dengan 
jumlah yang tidak wajar maka akan merugikan pihak Bank. Hal tersebut 
dapat dilihat dari contoh data jumlah pembiayaan nasabah pada bulan 
Oktober pada tabel 3.2 di bab sebelumnya bahwa Financing Service 
memiliki kualitas dalam kinerjanya. Hal tersebut dilihat pada jumlah 
tunggakan di wilayah SBD sebanyak 0. Jika dilihat tidak adanya tunggakan 
maka Financing Service berkualitas dalam kinerjanya. Jika Financing 
Service berkualitas dalam kinerjanya maka sudah independen.  
                                                             
95 Ibid. 
 


































        BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
       Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan 
pada bab yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diambil kesimpulan di 
antaranya: 
1. Implementasi prinsip independensi pada Financing Service di Bank 
BTN Syariah KCPS Surabaya Bukit Darmo:  
a. Tidak menerima barang dalam bentuk apapun dari pihak-pihak 
yang terlibat. Hal tersebut agar pengambilan keputusan bisa 
diambil tanpa adanya campur tangan dari pihak lain sehinga 
pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan keyakinan 
sendiri tanpa campur tangan dari pihak lain. Terdapat 
pengecualian dalam hal penerimaan makanan. Jika harga suatu 
makanan tersebut tidak lebih dari harga Rp. 300.000 maka 
boleh menerimanya. tetapi jika harga suatu makanan tersebut 
lebih dari harga Rp. 300.000 maka penerimaan barang perlu 
dicurigai. 
b. Implementasi prinsip independensi bisa dilihat dari diterimanya 
pengajuan pembiayaan nasabah. Jika diterima oleh atasan maka 
Financing Service dapat dipercaya. Jika Financing Service 
dapat dipercaya oleh atasan maka Financing Service sudah 
dikatakan independen.  



































2. Implikasi dari implementasi prinsip independensi terhadap kinerja 
Financing Service di Bank BTN Syariah KCPS Surabaya Bukit 
Darmo ialah: 
a. Tidak terjadinya tunggakan di atass batas wajar. Jika terjadi 
tunggakan dengan jumlah tunggakan di atas batas wajar dalam 
kurun waktu satu tahun maka bagian Financing Service perlu 
untuk dicurigai. Hal tersebut dikarenakan terjadinya tunggakan 
di atas batas wajar dalam kurun waktu satu tahun bisa 
merugikan pihak Bank sehingga perlu dilakukan penelitian dari 
pihak atasan mengapa bisa terjadi tunggakan pembiayaan di 
atas batas wajar. 
b. Target pencapaian realisasi yang dilakukan oleh Financing 
Service mencapai target maka kinerja Financing Service dinilai 
baik. Jika kinerja Financing Service sudah baik maka sudah 
independen.  
c. Pelayanan terhadap nasabah sangat baik maka Financing 
Service kinerjanya dinilai baik. Dan jika kinerja Financing 
Service sudah baik maka sudah independen dalam pekerjaanya. 
d. Tidak adanya complain dari nasabah. Karena jika terdapat 
banyak complain dari nasabah maka kinerja Financing Service 
dinilai kurang baik. Jika kinerja Financing Service dinilai 
kurang baik maka Financing Service kurang dalam menerapkan 
prinsip independensi 



































e. Banyaknya jumlah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. 
Jika terdapat banyak jumlah pembiayaan yang diajukan oleh 
nasabah maka Financing Service dapat kepercayaan. Jika 
Financing Service dipercaya dalam kerjanya dinilai sudah baik 
kinerjanya. Jika kinerja Financing Service sudah baik maka 
sudah menerapkan prinsip independensi.  
 
B. Saran  
       Jika diihat dari diterimanya usulan pembiayaan yang diajukan oleh 
Financing Service kepada Atasan, maka Financing Service sudah baik 
dalam menerapkan prinsip independensi dikarenakan jika memo usulan 
pembiayaan disetujui maka Financing Service bisa dipercaya dalam 
pekerjaanya. Tetapi, alangkah baiknya jika diadakan realisasi akad 
pembiayaan KPR dalam kondisi rumah yang sudah jadi, agar menghindari 
konflik dengan nasabah kedepannya. 
 




































Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana. Etika Bisnis dan Profesi. Jakarta: Salemba 
Empat. 2009. 
 
Arifin, Sirajul. “Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan”, TSAQAFAH: 
Jurnal Peradaban Islam, No. 2, Vol. 6, Oktober, 2010. 
 
Arifin, Sirajul. “Musyarakah: Antara Fikih dan Perbankan Syariah”, MIQOT: 
Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, No. 1, Vol. 36, Januari-Juni, 201. 
 
Al-Quran. Mushaf Aisya Jabal. 
Ayuningtyas, Harvita Yuliana. “Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, 
Obyektifitas, Integritas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Audit 
(Studi Empiris pada Auditor Inspektorat Kota/Kabupaten di Jawa Tengah)”. 
Skripsi Universitas Diponegoro Semarang, 2012.   
 
Badjuri, Achmat. “Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kualitasi Auditor 
Indpenden pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah”, Dinamika 
Keuangan dan PerBankan, No. 2, Vol. 3, November, 2011. 
 
BTN Syariah, “Tata Kelola”, dalam  https://www.btn.co.id/id/Tentang-Kami, 
diakses pada tanggal 20 Januari   2019. 
 
Bukhori, Iqbal. “Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan 
terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang 
Terdaftar di BEI 2010)”. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang, 2012. 
 
Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan 
Kualitatif . Surabaya: Airlangga University Press. 2001. 
 
Diah. Financing Service. Wawancara. 
 
Hamdani. Good Corporate Governance. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2016. 
 
Hamka. Operation Staff. Wawancara. 
 
Hardiningsih, Pancawati. “Pengaruh Independensi, Corporate Governance, dan 
Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan”, Kajian Akuntansi, 
No. 1, Vol. 2, Februari, 2010. 
 
Hendra. Sub Branch Head (Kepala Capem). Wawancara 
 



































Ikatan Bankir Indonesia. Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: 
Gramedia   Pustaka Utama. 2014. 
 
Kharismatuti Norma. “Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas 
Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada 
Internal Auditor BPKP DKI Jakarta)”. Skripsi Universitas Diponegoro 
Semarang, 2012.  
 
Maradita, Aldira. “Karakteristik Good Corporate Governance pada Bank Syariah 
dan Bank Konvensional”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, No. 2, Vol. 29, Mei-
Agustus, 2014. 
 
Ningsih, Putu Ratih Cahya dan Dyan Yuniartha. “Pengaruh Kompetensi, 
Independensi, dan Time Budget Pressure terhadap Kualitas Audit”, Jurnal 
Akuntansi Universitas Undayana, No. 1, Vol. 9, 2013. 
 
Nurroniah, Eva dan Abdi Triyanto. “Analisis Pengaruh Tingkat Religiusitas 
terhadap Kinerja Karyawan Bank Syariah: Studi Kasus Pada Karyawan 
Kantor Pusat Bank Syaria”, Ekonomi dan Perbankan Syariah, No. 1, April, 
2015. 
 
Oktavinarni, Nike Perihati “Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Due 
Professional Care Auditor Terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan 
Publik di Wilayah Surabaya timur”. Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan 
Ampel Surabaya, 2018. 
 
Rivai, Veithzhal dan Arvyan Arifin. Islamic Banking. Jakarta: Bumi Askara. 2010. 
 
Ridwan, Muhammad. Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil. Yogyakarta: UII Press. 
2004. 
 
Sukmadinata, Nana Syaodih. Jenis-jenis Penelitian. Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya. 2007. 
 
Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfa 
Beta, 2008. 
 
Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2010. 
 
Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta. 2016. 
 
Surat Edaran No. 15/15/DPNP/2013 tentang pelaksanaan Good Corporate 
Governance bagi Bank Umum Kepada Semua Bank Umum Konvensional 
Di Indonesia. 
 



































Uno Hamzah B. dan Nina Lamatenggo. Teori Kinerja dan Pengukurannya. Jakarta: 
PT Bumi Aksara. 2014. 
 
Wangsawidjaja. Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: Gramedia. 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
